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ABDUL MUHAIMIN RAHIM MULSIN (B 111 12 330), Alas Hak 
Pemerintah dalam Membangun Kantor Pemerintahan di Atas Tanah 
Perorangan (dibimbing oleh ABRAR SALENG dan MUH. ILHAM 
ARISAPUTRA). 
 Penelitian ini bertujuan mengetahui alas hak bagi pemerintah untuk 
mendirikan kantor pemerintah di atas tanah hak milik perseorangan dan 
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah terkait 
pendirian Kantor Pemerintah di atas miliknya. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan mengambil 
data dan informasi dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kota Makassar, Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar, Kantor Lurah 
Tello Baru, dan beberapa warga yang terkait. Data yang diperoleh baik 
primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan 
secara deskriptif..  
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pendirian kantor 
pemerintahan, pemerintah sama sekali tidak mempunyai alas hak atas 
tanah sebelumnya, disebabkan kesadaran atas pentingnya alas hak 
sebagai pembuktian kepemilikan yang kurang sehingga rawan 
disengketakan. Kurangnya kesadaran tersebut terlihat dari perlakuan 
terhadap aset berupa tanah yang diperoleh dari hibah tidak dengan 
segera dibuatkan akta hibah atau dokumen tertulis lainnya yang dapat 
membuktikan telah terjadinya hibah tanah. Selain itu, tanah yang telah 
berada dalam penguasaan puluhan tahun dimana penguasaan tersebut 
adalah suatu penguasaan tanah yang sempurna dan lebih dari cukup 
untuk dijadikan dasar pendaftaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2007 tetapi tidak pernah ada inisiatif dari Pemerintah Daerah/ 
Instansi yang menguasai tanah secara nyata untuk mendaftarkannya. Ada 
pula tanah yang baru memiliki alas hak berupa akta penyerahan setelah 4 
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A. Latar Belakang Masalah 
Bagi manusia, tanah merupakan hal terpenting bagi hidup dan 
kehidupannya. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa 
kepada umat manusia di muka bumi. Sejak lahir sampai meninggal 
dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber 
kehidupan. Sebagai sumber kehidupan, keberadaan tanah dalam 
kehidupan mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu 
sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah 
merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat 
untuk hidup dan kehidupan, sedangkan capital asset tanah merupakan 
faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda 
ekonomi yang sangat penting.1  
Di atas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, 
berkebun, dan beternak. Di atas tanah pula manusia membangun 
rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan 
lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Secara kosmologis, tanah 
adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari 
mana mereka berasal, dan akan ke mana pula mereka pergi. Dalam hal 
ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan 
1Jayadi Setiabudi, Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta 
Perizinannya. Jakarta: Buku Pintar, 2015, hlm. 9. 
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ekologis.2 Pendek kata, segala aktivitas manusia apa pun bentuknya, 
tidak akan lepas dari kebutuhan akan tanah. Tanah tidak hanya 
memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, 
dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang 
tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan 
rumit. 
 Menurut Jayadi Setiabudi, vitalnya tanah bagi kehidupan, pada 
kenyataannya perlu diatur sedemikian rupa. Karena jika tidak, maka 
pada gilirannya akan dapat menimbulkan singgungan berbagai 
kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat.3 Bukanlah hal 
yang mengherankan pula apabila setiap orang pasti mempunyai 
keinginan untuk dapat memiliki tanah lengkap dengan perlindungan 
hukumnya. Perlindungan itu diwujudkan dengan pemberian berbagai 
macam hak atas tanah oleh negara sebagai petugas pengatur. 
Legalitas kepemilikan tanah memerlukan payung hukum yang 
jelas dan kuat, sehingga keteraturan dalam kepemilikan tanah akan 
dapat mencegah segala praktik yang bisa merugikan hak-hak rakyat 
dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), diatur adanya macam-macam 
hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain 
2 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014, hlm. 1. 
3 Jayadi Setiabudi, Op.cit, hlm.10. 
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serta badan hukum. Hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah 
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, 
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, 
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas tertentu menurut 
undang-undang.4     
Dalam Pasal 6 UUPA dikenal konsep fungsi sosial hak atas 
tanah yang mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah senantiasa 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan 
kepentingan umum dalam pemanfaatan serta penggunaan tanahnya. 
Setiap pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk mempergunakan 
tanahnya sesuai dengan keadaan tanah, sifat, dan tujuan pemberian 
haknya.5 Seseorang tidak dibenarkan untuk mempergunakan maupun 
tidak mempergunakan tanahnya sekehendak hati tanpa 
mempertimbangkan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 UUPA.6 
Pengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum dan segala pengaturan yang terkait di Indonesia telah 
mengalami proses perkembangan sejak unifikasi UUPA. Pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum dalam perkembangan hukum 
pertanahan di Indonesia dilakukan dengan cara dan menggunakan 
4  Pasal 4 ayat (2) UUPA. 
5 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah 
Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 48. 
6 Pasal 7 UUPA : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan 
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. 
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lembaga hukum yang pertama, yaitu pencabutan hak-hak atas tanah 
dan benda-benda yang ada di atasnya.7 
Dalam banyak hal pencabutan, pembebasan, dan pelepasan hak 
tanah selalu menimbulkan ekses yang mempunyai dampak cukup 
besar terhadap stabilitas masyarakat. Pemerintah melaksanakan 
pembebasan, untuk proyek pemerintah atau proyek fasilitas umum 
seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan raya, kantor pemerintah, 
dan sebagainya. Berbagai ketegangan timbul dalam masyarakat karena 
adanya ketidaksepakatan antara pemilik tanah/ pemegang hak atas 
tanah yang tanahnya akan diambil untuk keperluan proyek-proyek 
pembangunan dengan pihak penguasa yang bertugas untuk melakukan 
hal tersebut. Di samping itu, masalah timbul karena status hak yang 
dimiliki oleh pemilik tanah yang tidak jelas seperti tidak dilengkapi 
dengan alat bukti kepemilikan dan/ atau alat bukti peralihan kepemilikan 
sebagai landasan dalam pembebasan tanah, pengadaan tanah, dan 
pencabutan hak atas tanah.  
Untuk mendapatkan tanah dalam rangka penyelenggaraan atau 
untuk keperluan pembangunan, harus dilaksanakan dengan cara hati-
hati dan dengan cara yang bijaksana. Pembebasan tanah merupakan 
langkah pertama yang dapat dilakukan bilamana pemerintah 
memerlukan sebidang tanah untuk kepentingan umum atau untuk 
kepentingan yang dapat menunjang pembangunan.  
7 Adrian Sutedi, Op.cit, hlm. 46. 
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Jika memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA bahwa semua 
atas tanah mempunyai fungsi sosial, berarti mempunyai hak milik atas 
tanah wajib mempergunakannya dan dalam mempergunakannya harus 
diingat juga kepentingan umum, sesuai dengan tujuan pemberian 
haknya itu. Sebaliknya, apabila terlalu banyak menekankan pada 
kepentingan umum, berdampak mengesampingkan kepentingan 
perseorangan, yang dikhawatirkan akan menghilangkan hak 
perseorangan untuk hidup secara layak. Secara tegas hak milik telah 
mendapatkan perlindungan yang kuat pada Pasal 28H dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disingkat UUD 1945), menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 
mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 
secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.8 
Pasal 28H UUD 1945 merupakan amanat adanya larangan bagi 
siapa pun melakukan tindakan pencabutan/pengurangan hak atas 
tanah, pengambilan tanah hak milik secara sewenang-wenang, yang 
berdampak pada kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, harkat dan 
martabat, penghidupan yang layak, atau kenikmatan-kenikmatan dari 
hak milik atas tanah yang dimilikinya.  
Persepsi yang keliru mengenai pembebasan tanah untuk 
kepentingan umum mengakibatkan segalanya boleh dilakukan terhadap 
hak milik atas tanah masyarakat. Pencabutan atau pengurangan hak 
8 Ibid, hlm. 54. 
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milik atas tanah hanya dapat dilakukan bila sesuai dengan norma-
norma hukum, kepatutan, dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk 
kepentingan umum disertai dengan suatu pergantian yang layak.  
Status kepemilikan tanah akan menentukan tingkat keterlekatan 
orang terhadap tanah. Tingkat dan derajat keterlekatan akan 
menentukan terjadi atau tidaknya pergolakan ketika ada upaya-upaya 
pengalihan/pelepasan hak atas tanah maupun pencabutan atas hak 
yang pada umumnya berkaitan dengan tujuan-tujuan pembangunan 
yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun menyangkut lokasi dan 
keluasan area/lahan yang dialihkan, disesuaikan dengan keperluan 
kegiatan/proyek yang direncanakan dengan dana ganti rugi sesuai 
dengan peraturan perundangan serta memenuhi rasa keadilan di 
masyarakat.9 
Pencabutan hak milik atas tanah, meskipun untuk kepentingan 
umum tidaklah semau-maunya saja, akan tetapi harus dilakukan sesuai 
dengan tata cara yang sudah digariskan dalam berbagai ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur tentang hak tersebut. Ketentuan 
Pasal 18 UUPA memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya 
atas tanah yang tanahnya dicabut, tetapi diikat dengan syarat-syarat, 
yakni pemberian ganti kerugian yang layak. Kehadiran Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 semakin mempertegas syarat untuk 
pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum diharuskan 
9 Ibid, hlm. 57. 
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memenuhi ciri-ciri, yakni Kepentingan Umum adalah kegiatan 
pembangunan yang dimiliki, dilakukan oleh pemerintah dan bersifat 
nonprofit (tidak mencari keuntungan).10 
Namun banyaknya kelemahan dalam Peraturan Presiden Nomor 
36 Tahun 2005 membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengenai 
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum (selanjutnya disingkat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 
2006). Pemerintah beranggapan bahwa perubahan itu didasari 
pertimbangan keinginan pemerintah untuk meningkatkan prinsip 
penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian 
hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum. Jika diamati kedua peraturan di atas, terdapat 
perbedaan yang sangat jelas pada keduanya. Peraturan Presiden 
Nomor 65 Tahun 2006 diperlakukan sebagai payung hukum bagi 
pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur demi mencapai 
kemajuan dan efisiensi bangsa.11 
Salah satu yang direvisi adalah pengurangan jenis-jenis 
pembangunan untuk kepentingan umum, dari dua puluh satu jenis 
10  Sunarno, Tinjauan Yuridis-Kritis terhadap Kepentingan Umum dalam Pengadaan 
Tanah untuk pembangunan, http://www.umy.ac.id/hukum/download/Agraria%201.pdf.  di 
akses tanggal 10 September 2015. 
11  Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, Hukum Pengadaan 
Tanah : Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca 
Reformasi,  Malang: Setara Press, 2015, hlm.143. 
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menjadi tujuh jenis sarana. Kategori bangunan untuk kepetingan umum 
adalah bangunan yang lokasinya tidak dapat dipindah ke tempat lain. 
Jika masih bisa dipindah, maka bangunan itu tidak termasuk 
kepentingan umum.12 Diantara dua puluh satu jenis pembangunan 
untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan 
Presiden 36 Tahun 2005, salah satu yang dihilangkan dalam jenis 
kepentingan umum adalah pembangunan Kantor Pemerintah. 
Pengadaan tanah dengan tujuan pembangunan kantor pemerintah 
tidak digolongkan lagi sebagai pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 
Umar Said Sugiharto berpendapat bahwa penerbitan Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 masih membuka ruang lebar bagi 
masuknya kepentingan bisnis di balik istilah kepentingan umum. 
Mekanisme pengambilan tanah dalam Peraturan Presiden itu dinilai 
justru membangkrutkan hak ekonomi rakyat.13 Pembebasan tanah yang 
merupakan kendala utama pembangunan untuk kepentingan umum, 
tidak dapat ditanggulangi melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 
Oleh karena itu, diterbitkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
12  Adrian Sutedi, Op.cit, hlm. 226. 
13  Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, Op.cit, hlm.150. 
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Umum (selanjutnya disingkat UUPTKU) yang dimaksudkan disusun 
untuk menjamin kelancaran proses pengadaan tanah. 
  Pengadaan tanah untuk pembangunan juga merupakan bagian 
dari tipologi konflik pertanahan yang melanda bangsa ini. Tipologi ini 
bahkan tidak kalah peliknya dengan tipologi konflik pertanahan lainnya. 
Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan memang telah 
dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan.14 Bahkan, telah 
diatur secara khusus melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum. 
Namun permasalahan muncul berkenaan dengan ketersediaan 
tanah untuk pembangunan. Benturan kepentingan terjadi manakala di 
satu sisi pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana 
utamanya, sedangkan di sisi lain sebagian besar dari warga 
masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman dan 
tempat mata pencahariannya.15 Situasi paradoks pun tidak 
terhindarkan. Paradoksnya adalah bahwa manakala tanah tersebut 
diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan, 
maka jelas hak asasi warga masyarakat dikorbankan padahal kita 
menganut prinsip rule of law yang menjamin perlindungan hak asasi 
14  Bernhard Limbong, Op.cit., hlm. 158. 
15   Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan 
Tanah di Indonesia, Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991, hlm. 9.  
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manusia. Sebaliknya, manakala kita menjunjung prinsip rule of law, 
tentu saja usaha-usaha pembangunan akan terhambat.16 
Secara logika hukum, pengadaan tanah untuk pembangunan 
sangat dibutuhkan terutama bila berandil dalam menyejahterakan 
masyarakat (das sollen). Namun dalam realita (das sein), pengadaan 
tanah untuk pembangunan justru menimbulkan konflik. Konflik dipicu 
terutama pemberian ganti rugi yang tidak layak. Selain itu, dalam 
pelaksanaan di lapangan, tidak adanya jaminan perlindungan hukum 
dan HAM bagi pemilik tanah.  
Dampak dari permasalahan tersebut dapat dilihat saat ini, di 
mana banyak aset pemerintah Kota Makassar digugat oleh warga. 
Setelah sejumlah sekolah tidak memiliki dokumen sah kepemilikian, kini 
puluhan kantor pemerintah mengalami nasib yang sama. Satu persatu 
aset Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar jatuh ketangan pihak ketiga. 
Diberitakan dalam situs Sindonews.com pada tahun 2013, Kantor 
Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang disegel warga. Kantor 
yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo ini, disegel sejak Jumat pagi 
(6/12/2013). Penyegelan oleh warga dipimpin Muhammadiyah yang 
mengaku sebagai ahli waris dari pemilik lahan Djumara Bin Radjab.17 
Kasus serupa juga terjadi pada Dinas Perhubungan Kota Makassar. 
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar 
16     Bernhard Limbong, Op.cit, hlm. 158. 
17  Supyan Umar, Lagi, Kantor Milik Pemkot Makassar disegel warga , 
http://daerah.sindonews.com/read/814184/25/lagi-kantor-milik-pemkot-makassar-disegel-
warga-1386331440, 2013, Diakses tanggal 11 Maret 2016.  
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dalam hal ini Instansi Dinas Perhubungan telah dikalahkan di 
pengadilan hingga tingkat banding dan sekarang masi sementara 
proses kasasi di Mahkamah Agung. Kondisi ini membuat aparat Dinas 
Perhubungan Kota Makassar dipindahkan dalam waktu dekat dari Jalan 
Urip Sumoharjo ke Terminal Malengkeri, Jalan Sultan Alauddin-Jalan 
Malengkeri.18 Selain itu, lahan Kantor KPUD Kota Makassar yang 
berada di Antang Raya juga mengalami kasus yang sama. Lahan 
tersebut diklaim oleh warga berdasar alas hak Akta Jual Beli, tetapi 
sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh warga yang mengaku sebagai 
pemilik tanah.  
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin 
mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi 
dengan judul, “Alas Hak Pemerintah dalam Membangun Kantor 
Pemerintahan di Atas Tanah Hak Milik Perorangan”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Apa yang menjadi alas hak bagi pemerintah untuk mendirikan 
kantor pemerintah di atas tanah hak milik perseorangan?  
18  Edi Sumardi, Kantor Dinas Perhubungan Makassar Pindah ke Terminal, 
http://makassar.tribunnews.com/2013/02/18/kantor-dinas-perhubungan-makassar-
pindah-ke-terminal, 2013,  Diakses tanggal 11 Maret 2016. 
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2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik 
hak atas tanah terkait pendirian Kantor Pemerintah di atas 
miliknya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui alas hak bagi pemerintah untuk mendirikan 
kantor pemerintah di atas tanah hak milik perseorangan. 
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
pemilik hak atas tanah terkait pendirian Kantor Pemerintah di 
atas miliknya. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara akademis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian 
ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum agraria. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 
rujukan untuk memahami secara khusus tentang hukum 
agraria. 
c. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam 
daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang 
12 
 
terus berkembang seiring perkembangan zaman dan 
teknologi terutama dalam hukum agraria. 
d. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum 
perdata pada umumnya dan hukum agraria pada khususnya. 
2. Secara praktis 
a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada 
praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin 
memahami lebih mendalam hukum agraria. 
b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi 
lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas 


















1. Pengertian Tanah 
Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan kata tanah seringkali 
bergantian dengan kata lahan. Sepintas terlihat bahwa keduanya 
memiliki makna yang sama. Namun demikian, tanah dan lahan memiliki 
makna yang berbeda dan sering digunakan secara berbeda pula 
bergantung pada lingkungan penggunaannya. Tanah dan lahan pada 
ranah akademis tentu berbeda makna dalam penggunaannya bila 
dibandingkan pada ranah pemerintah ataupun diskusi sehari-hari. 
Kaum akademis lebih cenderung memilih kata lahan apabila 
membahas permukaan bumi secara keruangan, sedangkan masyarakat 
awam lebih akrab dengan kata tanah.19 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah dan lahan 
memiliki arti yang berbeda. Pengertian tanah meliputi : (1) permukaan 
bumi atau bumi lapisan atas, (2) keadaan bumi disuatu tempat, (3) 
permukaan bumi yang diberi batas, (4) daratan, (5) permukaan bumi 
yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu 
negara atau menjadi daerah negara, negeri, (6) bahan-bahan dari bumi, 
bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas, dsb), dan (7) dasar 
19 Bernhard Limbong, Op.cit, hlm. 23. 
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(warna cat, dan sebagainya).20 Sementara itu, lahan diartikan sebagai 
(1) tanah terbuka, tanah garapan, (2) tanah negara yang diolah oleh 
penduduk untuk ditanami.21 Dengan demikian, makna tanah berkaitan 
dengan permukaan bumi, batas persil, wilayah bangsa dan Negara, 
dan material. Di sisi lain, lahan dikaitkan dengan kegiatan bercocok 
tanam. Oleh karena itu, tanah memiliki makna yang lebih luas daripada 
lahan. 
Istilah tanah dan lahan dalam dunia pendidikan sering 
disamakan dengan soil dan land dalam Bahasa Inggris. Apabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
merujuk pada kamus Bahasa Inggris makna soil dan land cukup 
berbeda. Soil diartikan menjadi: (1) bagian dari permukaan bumi 
tersusun atas disintegrasi batuan dan humus, (2) bagian dari bumi, 
tanah berpasir, (3) daratan tempat bercocok tanam, tanah subur, (4) 
satu Negara, lahan atau wilayah, (5) permukaan bumi, dan (6) setiap 
tempat atau kondisi yang menyediakan kesempatan tumbuh atau 
perkembangan. Sementara itu, makna dari land meliputi : (1) bagian 
dari permukaan bumi yang tidak tertutup oleh tubuh air; benua dan 
pulau, (2) satu luasan permukaan bumi yang bereferensi dengan 
susunan alami, (3) satu luasan permukaan bumi dengan batasan 
tertentu, membeli land untuk membanngun rumah, (4) memiliki dasar 
hukum, properti, (5) faktor produksi dalam ekonomi, (6) bagian 
permukaan bumi dengan batas alami maupun politik, satu region atau 
20 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm.1000-1001. 
21 Ibid, hlm. 552. 
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negara, (7) dan lain-lain.22 Sehubungan dengan itu, Peter Butt juga 
memberikan pemahaman tentang land bahwa “the word land is not only 
the face of the earth, but everything under it or over it” .23 
Kemudian Vink menyatakan bahwa tanah merupakan 
permukaan bumi dengan kedalaman tertentu di bawah dan ketinggian 
tertentu di atas, merupakan luasan berkaitan dengan ruang (spatial 
context). Pengertian tanah seperti itu jelas mengacu pada makna land. 
Dengan demikian, tanah adalah satu kesatuan wilayah yang spesifik 
dari permukaan bumi.24 Terkait dengan pengertian tanah, Imam Sudiyat 
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. 
Sebagai pengertian geologis-agronomis, tanah ialah lapisan 
lepas permukaan bumi yang paling atas. Tanah yang 
dimanfaatkan untuk menanami tumbuh- tumbuhan disebut tanah 
garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, dan tanah 
perkebunan. Adapun tanah yang digunakan untuk mendirikan 
bangunan disebut tanah bangunan. Di dalam tanah garapan itu 
dari atas ke bawah berturut-turut terdapat sisiran garapan 
sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan 
dalam.25 
 
Di Inggris, konsep tanah sebagai benda ekonomi dikenal dengan 
istilah “real property”. Real property means land (realty) and anything 
attached there to (tanah dan segala sesuatu yang tertancap padanya). 
Konsep tanah menurut Hukum Tanah Rusia (Land Code Russian 
Federation) adalah land is park of the earth’s surface whose boundaries 
sare determined in accordance with federal laws. Selanjutnya, 
22  Bernhard Limbong, Op.cit, hlm. 24; Dapat juga dilihat di www.dictionary.com. 
23  Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, Jakarta Timur: Sinar 
Grafika, 2015, hlm.  56.  
24   Bernhard Limbong, Op.cit, hlm. 24. 
25   Muhammad Ilham Arisaputra, Op.cit, hlm. 56.  
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pengertian tanah menurut konsep hukum Anglo Saxon (Common Law) 
bersumber dari peribahasa hukum Romawi : Cuius est solum eius est 
usque ad coelum et ad inferos (Barang siapa memiliki tanah 
(permukaan bumi), dia juga memiliki segala apa yang ada di atasnya 
sampai surga dan segala apa yang ada di bawahnya sampai ke pusat 
bumi).26 Ini berarti tanah dilihat sebagai obyek pemilikan. Bila merujuk 
pada UUPA, pengertian tanah yaitu hamparan bumi termasuk perairan 
dan ruang kehidupan yang menjadi obyek dan berkaitan dengan 
penguasaan, pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatannya 
sepanjang dapat dilekati dengan hak atas penguasaan dan 
penggunaan di atasnya. 
 
2. Alas Hak 
Dalam Pasal 9 ayat (2), pada angka 2 huruf a Peraturan Menteri 
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9 Tahun 
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 
Negara dan Hak Pengelolaan dengan jelas disebutkan bahwa salah 
satu persyaratan dapat diprosesnya permohonan  Hak Milik atas Tanah 
adalah dengan menyertakan alas hak sebagai bukti penguasaan.  
Dalam Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf a juga menyebutkan bahwa yang 
termasuk alas hak itu adalah sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat 
bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau        
26  Ibid hlm. 25. 
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yang telah di beli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, 
akta Pelepasan Hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.  
Dalam Pasal 24 ayat (1) Penjelasan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah tidak menggunakan istilah alas 
hak, tetapi menggunakan istilah “Bukti Kepemilikan”. Bukti kepemilikan 
pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak 
pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian 
beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang 
hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.  
Penjabaran pengertian alas hak secara eksplisit memang tidak 
terdapat di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-
undang, peraturan pemerintah, dan  peraturan menteri lainnya yang 
terkait dengan pertanahan. Tetapi ketentuan umum Peraturan Daerah 
di beberapa kabupaten/ kota secara jelas menyebutkan pengertian alas 
hak. Dalam Pasal 1 huruf k Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 
Tahun 2000 dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2003 Kabupaten Nunukan tentang Tata Cara Pembuatan Surat Alas 
Hak Atas Tanah Negara dan Pembuatan Surat Pemindahan 
Penguasaan Atas Tanah Negara menyebutkan bahwa “Alas hak adalah 
semua jenis alat bukti admistrasi yang ditanda tangani oleh pejabat 
yang berwewenang di luar sertifikat”. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alas Hak 
adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan 
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hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. 
Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan 
hukum antara subjek hak (individu atau badan hukum) dengan suatu 
objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang dikuasai. Dalam 
artian sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara 
lugas, jelas,dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang 
dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas 
kepemilikan terhadap tanah tersebut.       
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pertanahan (SOP PP) 
Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota atau yang sekarang  lebih akrab 
dikenal dengan SOP menyebutkan bahwa alas hak sekurang-
kurangnya terdiri dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang 
Tanah yang ditandatangani di atas materai oleh Subjek Hak dengan 
memuat berbagai keterangan mengenai tanahnya meliputi: 
data dari Pemilik, letak batas dan luasnya, jenis tanah yang dikuasai 
(pertanian/ non pertanian), rencana penggunaan tanah, status 
tanahnya (tanah hak atau tanah negara) dan item yang paling penting 
adalah keterangan mengenai riiwayat kepemilikan dan dasar perolehan 
tanah dimaksud secara beruntun kemudian ditanda tangani 2 (dua) 
orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dimana objek tanah 
tersebut berada.27 
 
27 Visnu Hadi P, Alas Hak,  http://blogvisnu.blogspot.co.id/2014/12/alas-hak-adalah-
merupakan-alat-bukti.html, 2014, Diakses tanggal 23 Februari 2016. 
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B. Tinjauan Umum Hak-Hak Atas Tanah 
Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :  
Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak 
atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.  
  
Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas 
tanah yang dapat diberikan kepada perorangan, baik warga negara 
Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara 
bersama-sama, dan badan hukum, baik badan hukum privat maupun 
badan hukum publik. Menurut Soedikno Mertokusumo,  wewenang 
yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi 
menjadi dua, yaitu:28 
1. Wewenang Umum 
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas 
tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, 
termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di 
atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam 
batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum 
lainnya yang lebih tinggi. 
2. Wewenang Khusus 
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas 
tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya 
sesuai dengan macam hak atas atas tanahnya, misalnya 
wewenang pada tanah hak milik adalah untuk kepentingan 
28 Urip Santoso (Selanjutnya disebut Urip Santoso-I), Perolehan Hak Atas Tanah. 
Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 34. 
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pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada 
tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanah 
hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas 
tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna 
usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan 
perusahaan dibidang pertanian, perikanan, peternakan atau 
perkebunan. 
 
Sri Hajati menyatakan bahwa jenis hak atas tanah berdasarkan 
Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) UUPA dibedakan menjadi tiga 
kelompok, yaitu:29 
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap 
Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih 
berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang 
baru. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 
Sewa, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil 
Hutan. 
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-
undang 
Hak atas tanah ini adalah hak-hak atas tanah yang akan lahir 
kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. 
Sampai saat ini, hak atas tanah ini macamnya belum ada. 
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara 
Hak atas tanah ini sifatnya hanya sementara, dalam waktu 
yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung 
unsur-unsur pemerasan, bersifat feodal dan bertentangan 
dengan jiwa UUPA. Adapun macam-macam hak atas tanah 
ini adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak 
Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 
 
Pada hak atas tanah yang bersifat tetap di atas, sebenarnya Hak 
Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan bukanlah hak atas   
tanah dikarenakan keduanya tidak memberikan wewenang kepada 
pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat 
dari tanah yang dihakinya. Namun, untuk sekedar menyesuaikan 
29 Lihat Sri Hajati, Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaruan 
Hukum Agraria Nasional, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar, Universitas Airlangga, 
Surabaya, 5 Maret 2005, hlm.9 dalam  Urip Santoso-I, Op.cit, hlm.26. 
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dengan sistematika hukum adat, maka kedua hak tersebut dicantumkan 
juga ke dalam hak atas tanah yang bersifat tetap. Kedua hak tersebut 
merupakan pengejawantahan dari hak ulayat masyarakat hukum 
adat.30 
Hak-hak atas tanah yang telah disebutkan dalam Pasal 16 UUPA 
dan Pasal 53 UUPA tidak limitatif, artinya selain hak-hak yang telah 
disebutkan dalam UUPA, kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah 
baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang.31 Dari segi 
asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, 
yaitu:32 
1. Hak atas tanah yang bersifat primer  
Hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak atas tanah 
yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas 
tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan Atas Tanah Negara, Hak Pakai Atas Tanah 
Negara. 
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder  
Hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak atas 
tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam  
hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan Atas Tanah 
Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak 
Milik, Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai 
Atas Tanah Hak Milik, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak 
Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil, Hak 
Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 
Boedi Harsono mengemukakan bahwa : 
Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, 
kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk 
berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang 
boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi 
30  Urip Santoso (Selanjutnya disebut Urip Santoso-II),Hukum Agraria dan Hak-Hak 
Atas Tanah, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 89. 
31  Urip Santoso-I, Op.cit, hlm. 26-27. 
32  Ibid, hlm. 27-28. 
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hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur 
pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur 
dalam Hukum Tanah.33  
 
C. Tinjauan Umum Hak Milik Atas Tanah 
1. Pengertian Hak Milik 
Di negara Belanda, dalam Pasal 625 Nieuw Burgerlijk Wetboek 
(NBW) yang mirip dengan Pasal 570 KUH Perdata, terdapat 
pembatasan-pembatasan terhadap hak milik. Menurut ketentuan 
tersebut, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu 
kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh 
suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu 
hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi 
kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan yang 
berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran 
ganti kerugian.34  
Pengertian Hak Milik yang termuat dalam UUPA adalah hak turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.35 
Hak milik ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sebagai 
tanda bukti hak kepada pemegang Hak Milik diberikan sertifikat hak 
milik atas tanah. 
33 Urip Santoso-II, Op.cit, hlm. 74.  
34 Adrian Sutendi, Op.cit, hlm. 51. 
35 Pasal 20 ayat (1) UUPA. 
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Makna dari “terkuat dan terpenuh” dalam pengertian hak milik 
bukan dimaksudkan sebagai hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak 
dapat diganggu gugat sebagaimana hak eigendom sebelum UUPA 
lahir. Akan tetapi, kata “terkuat dan terpenuh” dalam pengertian hak 
milik dimaksudkan untuk membedakan hak milik dengan hak-hak atas 
tanah lainnya, seperti guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan 
lain-lain. Pembedaan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa hak 
milik merupakan hak yang paling kuat dan terpenuh dibandingkan 
dengan hak-hak atas tanah lainnya. Tanah yang telah menjadi hak milik 
seseorang, maka sang pemegang hak milik boleh berbuat apa saja 
atas miliknya tersebut, dengan syarat tindakannya tidak bertentangan 
dengan undang-undang atau melanggar hak atau kepentingan orang 
lain. Artinya, meskipun pemegang hak milik bebas memperlakukan hak 
miliknya, akan tetapi bersifat tidak mutlak.36 
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan 
bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Jadi, hak milik 
yang dipunyai seseorang tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk 
kepentingan pribadi atau perseorangan, tetapi juga untuk kepentingan 
masyarakat banyak. Hak milik harus memiliki fungsi kemasyarakatan, 
yang memberikan berbagai hak bagi orang lain.37 
36  Jayadi Setiabudi, Op.cit, hlm. 22-23. 
37 Adrian Sutendi, Op.cit, hlm. 53-54; Dapat juga dilihat di: A.P Parlindungan, 
Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan VIII, Bandung: Mandar Maju, 
1998, hlm. 67. 
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Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 
negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat 
dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang 
diatur dengan undang-undang. Hal ini secara jelas dinyatakan  dalam 
Pasal 18 UUPA, dan ditegaskan kembali pada Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-
Benda yang Ada di Atasnya walaupun dalam prakteknya sekarang 
penggunaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 nyaris tidak 
pernah dilaksanakan. Pelaksanaan pencabutan hak ini prosesnya 
panjang dan berbelit-belit serta hanya dengan Keputusan Presiden.38 
 
2. Subyek Hak Milik 
Pasal 21 UUPA menyebutkan pihak-pihak yang bisa 
memperoleh hak milik, yaitu :39 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Badan-badan hukum tertentu; 
c. Badan-badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan 
keagamaan bisa memperoleh hak milik atas tanah 
sepanjang tanahnya dipergunakan untuk itu. 
 
Berdasarkan pasal tersebut, hanya Warga Negara Indonesia 
saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, hak milik tidak dapat 
dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang 
asing dilarang.40 Larangan kepemilikan tanah oleh orang asing juga 
disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa : 
38   Jayadi Setiabudi, Op.cit, hlm. 24. 
39   Ibid, hlm. 25. 
40   Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA. 
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Orang asing atau Warga Negara Asing, yang sesudah 
berlakunya UUPA memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa 
wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian 
pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan 
setelah berlakunya UUPA kehilangan kewarganegaraannya 
wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak 
diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. 
Jika sesudah lewat jangka waktu dan hak milik itu tidak 
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 
tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak 
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 
 
Sementara itu, seseorang yang berkewarganegaraan ganda, 
selain memiliki kewarganegaraan Indonesia juga mempunyai 
kewarganegaraan Negara lain, maka ia juga tidak dapat mempunyai 
tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan seperti pada 
Warga Negara Asing.41 Terhadap larangan tersebut terdapat 
pengecualian kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan oleh orang 
asing yaitu hak guna bangunan yang diatur pada Pasal 36 UUPA, hak 
guna usaha yang terdapat dalam Pasal 30 UUPA, serta hak pakai yang 
tercantum pada Pasal 42 UUPA. Untuk hak guna bangunan dan hak 
guna usaha, berlaku bagi badan hukum yang berdiri menurut hukum 
yang berlaku di Indonesia. Hanya hak pakai yang dapat digunakan 







41  Pasal 21 ayat (4) UUPA. 
42  Kadek Rita Listyanti dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, Makalah: Hak Atas Tanah 
bagi Orang Asing di Indonesia Terkait dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2012, hlm. 5.  
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3. Terjadinya Hak Milik 
Pasal 22 UUPA menetapkan 3 (tiga) cara terjadinya hak milik 
atas tanah, yaitu :43 
a. Terjadi karena menurut hukum adat. 
Ada 2 (dua) cara terjadinya Hak Milik atas tanah menurut 
Hukum Adat, yaitu melalui pembukaan tanah (pembukaan 
hutan) dan melalui lidah tanah (aanslibbing). Pembukaan 
tanah (pembukaan hutan) adalah suatu lokasi yang semula 
berupa hutan, kemudian secara bersama-sama oleh 
masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh kepala adat 
dibuka menjadi tanah untuk pertanian, tanah untuk 
permukiman, tanah untuk kepentingan bersama masyarakat 
hukum adat. Tanah yang berasal dari hutan ini dibagikan 
secara individual kepada masyarakat hukum adat. Yang 
dimaksud lidah tanah (aanslibbing) adalah timbulnya tanah 
yang berada di tepi sungai karena peristiwa alam atau bukan 
karena perbuatan manusia, tanah ini semakin lama semakin 
mengeras sehingga dapat ditanami. Hak Milik atas tanah 
yang terjadi menurut Hukum Adat akan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang 
diperintahkan di sini sampai sekarang belum terbentuk. 
b. Terjadi karena penetapan pemerintah, menurut cara dan 
syarat-syarat yang ditetapkan. 
Hak milik atas tanah yang terjadi karena Penetapan 
Pemerintah, tanahnya berasal dari negara. Hak Milik atas 
tanah ini terjadi melalui permohonan pemberian hak atas 
tanah negara kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik (BPNRI) melalui Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah 
yang bersangkutan. 
c. Terjadi karena ketentuan undang-undang. 
Hak Milik atas tanah ini terjadi karena undang-undang-lah 
yang menciptakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal I, 
Pasal II, dan Pasal VII ayat (1) Ketentuan-ketentuan konversi 
UUPA. Pasal I ayat (1) menetapkan bahwa Hak Eigendom 
sejak berlakunya UUPA diubah (dikonversi) menjadi Hak 
Milik, sepanjang pemilik Hak Eigendom memenuhi syarat 
sebagai subjek Hak Milik atas tanah. Pasal II (1) menetapkan 
bahwa Hak Agrarische Eigendom, milik, yasan, andarbeni, 
hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, 
landerijenbeztirecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas 
43   Urip Santoso-I, Op.cit, hlm. 40-41. 
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bekas tanah partikelir yang ada sejak berlakunya UUPA 
diubah (dikonversi) menjadi Hak Milik. Pasal VII ayat (1) 
menetapkan bahwa Hak Gogolan, pekulen, atau sanggan 
yang bersifat tetap yang ada mulai berlakunya UUPA diubah 
(dikonversi) menjadi Hak Milik. 
 
Terjadinya hak atas tanah menurut hukum adat biasanya 
bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan tanah ulayat suatu 
masyarakat hukum adat. Cara-cara tersebut kemudian akan diatur 
supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan 
negara. Sebab, pembukaan hutan yang tidak teratur dan membabi buta 
tentu pada gilirannya akan menyebabkan akibat yang sangat 
merugikan. Sementara itu, hak milik yang terjadi karena penetapan 
pemerintah harus diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara 
dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan 
pemerintah. Pemberian hak atas tanah menurut penetapan pemerintah 
ini diberikan dari tanah yang semula berstatus tanah negara. 44 
Hak milik atas tanah negara diberikan atas permohonan yang 
diajukan. Dalam hal ini, pemohon harus memenuhi syarat untuk 
memperoleh tanah dengan hak milik tersebut. Prosedur permohonan 
dilakukan dengan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada pejabat yang berwenang. Permohonan yang dimaksud harus 
memenuhi hal-hal berikut :45 
a. Keterangan mengenai pemohon : 
1) Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, 
tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan 
44 Jayadi Setiabudi, Op.cit, hlm.26. 
45 Ibid, hlm.27-29. 
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mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi 
tanggungannya. 
2) Apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akata 
atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat 
keputusan pengesahannya oleh pejabat yang 
berwenang tentang penunjukannya sebagi badan hukum 
yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis 
dan data fisik : 
1) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa 
sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan 
hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah 
yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, 
akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti 
perolehan tanah lainnya. 
2) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau 
Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya). 
3) Jenis tanah (pertanian/non pertanian). 
4) Rencana penggunaan tanah. 
5) Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara). 
c. Lain-lain : 
1) Keterangan mengenai jumlah bidang tanah, luas dan 
status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk 
bidang tanah yang dimohon; 
2) Keterangan lain yang dianggap perlu. 
 
4. Pendaftaran Hak Milik 
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa : 
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan 
teratur, meliputi pengumpulan, pengelolahan, pembukuan dan 
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya 
dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 




Pasal 23 UUPA menyatakan bahwa “Hak milik, demikian pula 
setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain 
harus didaftarkan”. Adapun tujuan didaftarkannya suatu hak milik atas 
tanah, yaitu:46 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 
satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar 
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan 
satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.   
     
5. Hapusnya Hak Milik 
Pasal 27 UUPA menetapkan bahwa faktor-faktor penyebab 
hapusnya Hak Milik atas tanah  dapat hilang atau hapus oleh beberapa 
hal berikut: 
a. Tanahnya jatuh kepada negara : 
1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18.  
Pencabutan hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas 
Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. Undang-undang 
tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 18 UUPA yang 
mengatur bahwa: 
46 Ibid, hlm. 107 
30 
 
                                                             
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa 
dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak 
atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian 
yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-
undang. 
 
2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.  
Penyerahan sukarela oleh pemiliknya adalah pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah. Pelepasan atau penyerahan hak 
atas tanah dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau 
untuk kepentingan perusahaan swasta. Pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan 
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan 
tanah yang dikuasainya, yang berakibat hak atas tanah menjadi 
hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara. 47   
3) Karena ditelantarkan. 
Tanah terlantar adalah tanah yang tidak digunakan atau 
diusahakan sesuai dengan sifat, tujuan, dan keadaannya.48 
Tanah terlantar semula diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Terlantar. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 
dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 
Terlantar.  
47 Urip Santoso-I, Op.cit, hlm. 44-45. 
48 Ibid, hlm. 45. 
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4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) 
tentang ketentuan pemilikan tanah Warga Negara Asing dan 
badan hukum dalam UUPA. 
Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UUPA, orang asing 
atau Warga Negara Asing tidak memenuhi syarat sebagai 
subjek Hak Milik atas tanah walaupun melalui pewarisan atau 
pencampuran harta karena perkawinan dengan Warga Negara 
Indonesia sekalipun. Selain itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) 
UUPA bahwa pemindahan Hak Milik atas tanah dengan cara 
apapun kepada orang asing atau badan hukum yang tidak 
termaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA adalah batal karena 
hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. 
b. Tanahnya musnah. 
Pasal 27 huruf b UUPA menetapkan bahwa Hak Milik atas tanah 
hapus bila tanahnya musnah. Sebidang tanah dapat musnah 
disebabkan oleh bencana alam, misalnya tanah longsor, gempa 
bumi, dan tsunami.49 
 
D. Tinjauan Umum Kepentingan Umum 
1. Pengertian Kepentingan Umum 
Memberikan batasan mengenai kepentingan umum bukanlah hal 
yang mudah mengingat penilainnya sangat subjektif dan terlalu abstrak 
49   Ibid, hlm. 47. 
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untuk dipahami.50 Selain itu, istilah kepentingan umum merupakan 
suatu konsep yang sifatnya begitu umum dan belum ada penjelasan 
secara lebih spesifik dan terinci untuk operasionalnya sesuai dengan 
makna yang terkandung dalm istilah tersebut.51 
Akan tetapi, dalam rangka pengambilan tanah-tanah 
masyarakat, penegasan tentang kepentingan umum yang akan menjadi 
dasar dan kriterianya perlu ditentukan secara tegas sehingga 
pengambilan tanah-tanah dimaksud benar-benar sesuai dengan 
landasan hukum yang berlaku. Jika tidak dirumuskan atau diberikan 
kriteria dengan tegas, dikhawatirkan dapat menimbulkan penafsiran 
yang beragam. 
Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum 
dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan 
orang banyak atau tujuan yang luas. Namun demikian rumusan 
tersebut terlalu umum dan tidak ada batasannya. Menurut John 
Salindeho sebagaimana dikutip Bernhard Limbong bahwa: 
Kepentingan Umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan 
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan 
memperhatikan segi sosial, politik, psikologis dan hankamnas 
atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan 
mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan 
Nusantara.52 
 
50Achmad Rusyaidi, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Antara 
Kepentingan Umum dan Perlindungan HAM. http://prp 
makasar.Wordpress.com/2009/02/13. Diakses 30 Oktober 2015. 
51Bernhard Limbong, Op.cit, hlm. 276. 
52Ibid, hlm. 276. 
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Berbeda dengan Reinach, sebagaimana pemikir lainnya, 
misalnya Notonegoro, berpendapat bahwa kepentingan umum 
hendaknya seimbang dengan kepentingan individu.53 Begitu pentingnya 
arti kepentingan umum dalam kehidupan bernegara yang dalam 
praktiknya berbenturan dengan kepentingan individu maka perlu 
didefinisikan dengan jelas. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa istilah 
kepentingan umum agar jelas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat 
tidaklah cukup dipahami secara legalistik-formalistik, namun harus 
diintegrasikan menurut metode penemuan hukumnya. Paham negara 
hukum yang bersumber pada Pancasila meletakkan kepentingan 
individu dan kepentingan masyarakat secara seimbang. Negara tidak 
berfungsi secara pasif tetapi harus secara aktif mengusahakan 
ketertiban umum dan sekaligus menunjang kesejahteraan 
masyarakat.54 
Mengenai defenisi atau pengertian kepentingan umum dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan, akan diuraikan sebagai 
berikut : 
a. Dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1993, disebutkan bahwa “kepentingan umum adalah 
kepentingan seluruh lapisan masyarakat”, dan kegiatan 
pembangunan yang dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah serta 
tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian 
53Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, 
Cetakan I, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 12. 
54Adrian Sutedi, Op.cit, hlm. 70. 
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menurut Maria S.W. Sumardjono, interpretasi kegiatan yang 
termasuk dalam kategori kepentingan umum dibatasi pada 
terpenuhinya ketiga-tiga unsur tersebut.55 
b. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
disebutkan bahwa “kepentingan umum adalah kepentingan 
sebagian besar lapisan masyarakat”. 
c. Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tidak ada 
penyempurnaan kepentingan umum, sehingga pengertiannya sama 
dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005, yakni “kepentingan sebagian besar lapisan 
masyarakat”. 
d. Kepentingan umum menurut Pasal 1 angka 6 UUPTKU adalah 
kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus 
diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. Kata kepentingan umum ini juga 
tercantum dalam Pasal 18 UUPA yang berbunyi bahwa: 
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas 
tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak 
dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. 
 
2. Dasar Hukum Kepentingan Umum 
Permasalahan pengambilan tanah kepunyaan masyarakat bagi 
pelaksanaan pembangunan proyek pemerintah untuk kepentingan 
55  Maria S.W. Sumardjono, Op.cit, hlm. 72. 
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umum adalah permasalahan dalam bidang pertanahan yang tidak 
pernah selesai dari waktu ke waktu. Kepentingan pihak pemerintah dan 
kepentingan warga masyarakat/ rakyat pemilik tanah atau pemegang 
hak atas tanah adalah dua kepentingan yang harus ditempatkan secara 
seimbang. Kedua pihak ini harus sama-sama memperhatikan dan 
mentaati kaedah-kaedah hukum yang mengatur dan dampak dari 
kegiatan pengadaan tanah tersebut.56 Berikut ini dibahas mengenai 
dasar hukum yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum di Indonesia, setelah kemerdekaan. 
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
Berdasarkan Pasal 2 dan juga berdasarkan Penjelasan Umum 
Angka I Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) itu memberikan 
kekuasaan yang sangat besar dan kehendak yang amat luas kepada 
negara untuk mengatur alokasi sumber-sumber agraria. Keberadaan 
hak-hak individu maupun hak kolektif (ulayat) bergantung kepada politik 
hukum dan kepentingan negara. Sebagai konsekuensi daripada hak 
menguasai negara yang bertujuan untuk dipergunakan bagi sebesar-
besar kemakmuran rakyat, maka negara mempunyai hak untuk 
membatalkan atau mengambil hak-hak atas tanah yang dimiliki atau 
dikuasai oleh rakyat dengan memberi ganti rugi yang layak dan 
menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang.57 
56  Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, Op.cit, hlm.26. 
57  Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Malang, 
Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 39. 
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Selanjutnya ketentuan Pasal 18 UUPA menyebutkan: “Untuk 
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut 
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang 
diatur oleh undang-undang”. Oleh itu, pencabutan hak atas tanah itu 
dimungkinkan selagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 
yaitu; harus ada ganti rugi yang layak atau menggantikan dengan tanah 
yang sesuai ditinjau dari aspek nilai, manfaat, dan kemampuan tanah 
pengganti, yakni tanah yang dicabut untuk kepentingan umum, dan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.58    
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UUPA yang mengatakan 
bahwa pencabutan hak atas tanah akan diatur dalam sebuah undang-
undang, maka kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 
1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang 
Ada di Atasnya. Undang-undang ini merupakan induk dari semua 
peraturan yang mengatur tentang pencabutan atau pengambilan hak 
atas tanah yang berlaku hingga sekarang.59 
Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 ini 
menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan 
bangsa, negara, serta kepentingan bersama rakyat, dan kepentingan 
pembangunan setelah mendengar keputusan Menteri Agraria, Menteri 
58 Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, Op.cit, hlm.27. 
59 Ibid, hlm.28. 
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Kehakiman, dan Menteri yang berkaitan presiden dalam keadaan yang 
memaksa dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang 
ada di atasnya. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 menentukan 
ada dua cara dalam prosedur pengambilan hak atas tanah, yaitu 
pertama dengan prosedur biasa dan kedua prosedur luar biasa 
(mendesak). Perbedaan keduanya pada prosedur luar biasa 
(mendesak), terletak dalam hal permintaan melakukan pencabutan hak 
yang diajukan oleh Kepala Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria 
tanpa disertai perkiraan ganti kerugian Panitia Penaksir (Appraiser) dan 
kalau perlu dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala 
Daerah. Menteri Agraria kemudian dapat memperkenankan kepada 
yang berkepentingan untuk segera menguasai tanah dan/atau benda 
tersebut, biarpun belum ada keputusan mengenai permintaan 
pencabutan haknya dan ganti ruginya juga belum dibayar.60 
Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 terdapat 
ketentuan yang menyatakan bahwa apabila telah terjadi pencabutan 
hak atas tanah, tetapi kemudian ternyata tanah dan/atau benda yang 
berkenaan tidak dipergunakan sesuai dengan rencana kegunaannya 
dilakukan pencabutan hak tersebut, maka orang-orang yang berhak 
atau pemilik diberikan prioritas untuk mendapatkan kembali tanah atau 
benda tersebut. Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 1961 tersebut kemudian diatur dalam Peraturan 




                                                             
Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 dan Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.  
  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 ini merupakan 
peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1961 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh 
Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas 
Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya. Dalam memori 
penjelasan umum peraturan pemerintah ini ditegaskan sebagai langkah 
untuk memberikan jaminan kepada para pemegang hak atas tanah dari 
tindakan pencabutan hak  atas tanah. 
Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 ini 
membuat pelaksanaan pencabutan hak atas tanah tidak mengalami 
kemunduran baik di bidang sosial atau, ekonominya. Para pemegang 
hak atas tanah yang haknya dicabut yang tidak bersedia menerima 
ganti kerugian, atau merasa ganti kerugian yang diberikan tidak layak, 
diberikan kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan 
Tinggi.61   
Permohonan banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 
1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Presiden tentang pencabutan 
61 Ibid, hlm.31. 
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itu dikeluarkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan.62 Setelah 
permintaan banding tersebut diterima oleh pengadilan tinggi, maka 
selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan perkara itu harus 
sudah diperiksa oleh Pengadilan Tinggi.63 
Dalam praktek kenyataannya di lapangan peraturan pemerintah 
ini tidak mengatur bagaimana tata cara atau prosedur pencabutan hak-
hak atas tanah serta benda-benda yang ada di atasnya, karena 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tidak mendelegasikan 
pengaturannnya dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk 
menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 oleh Presiden diterbitkan 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang 
Ada di Atasnya.64   
d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ini mengatur tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-
Benda yang Ada di Atasnya adalah sebagai aturan pelaksanaan dari 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Di dalam Pasal 1 ayat (1) 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 disebutkan empat kategori 
kegiatan dalam rangka pembangunan yang mempunyai sifat untuk 
kepentingan umum, yaitu kepentingan umum yang menyangkut : 
62 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973. 
63 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973. 
64 Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, Op.cit, hlm.32. 
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1) Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/ atau; 
2) Kepentingan masyarakat luas, dan/ atau; 
3) Kepentingan rakyat banyak/ bersama, dan/ atau; 
4) Kepentingan Pembangunan.  
Adapun bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai 
sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
diuraian dalam Pasal 1 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 
meliputi bidang-bidang: 
1) Pertahanan; 
2) Pekerjaan Umum; 
3) Perlengkapan Umum; 
4) Jasa Umum; 
5) Keagamaan; 
6) Ilmu Pengetahaun dan Seni Budaya; 
7) Kesehatan; 
8) Olahraga; 
9) Keselamatan Umum Terhadap Bencana Alam; 
10) Kesejahteraan Sosial; 
11) Makam/ Kuburan; 
12) Pariwisata dan Rekreasi; 
13) Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan 
umum. 
Meskipun telah disebutkan secara jelas 13 (tiga belas) macam 
kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum, 
tetapi Presiden dapat menentukan bentuk-bentuk kegiatan 
pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum lainnya di luar 
ketiga belas hal di atas (Pasal 1 ayat (3)). Hal ini menunjukkan 
besarnya kekuasaan Presiden untuk melakukan pencabutan hak atas 
tanah yang dipunyai masyarakat dengan alasan untuk kegiatan 
pembangunan yang bersifat kepentingan umum. Dengan adanya 
ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) yang memberikan kekuasaan kepada 
Presiden untuk menentukan bentuk kegiatan pembangunan yang 
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bersifat kepentingan umum, maka pengertian kepentingan umum 
tersebut kembali menjadi bias dan kabur.65 
Namun sangat ironis sekali karena ketentuan dalam Pasal 3 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 memberikan peluang kepada 
pihak swasta untuk mengajukan permintaan pencabutan hak atas tanah 
dengan alasan untuk kepentingan umum. Hal ini tentunya bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 28 UUPA dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 
20 Tahun 1961. Padahal pada umumnya dunia bisnis atau dunia usaha 
sangat mengabaikan prinsip kepentingan umum, dan yang ada adalah 
mengejar kepentingan perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan 
sebesar-besarnya.66  Ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 9 
Tahun 1973 perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Instruksi 
Presiden ini sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan 
alasan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum. 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 
1975 ini mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara 
Pembebasan Tanah. Permendagri ini telah dicabut oleh Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang mengatur tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 
merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu penyediaan tanah 
65 Ibid, hlm.34. 
66 Ibid, hlm.36. 
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yang diperlukan oleh usaha-usaha swasta dalam mengerjakan proyek-
proyek pembangunan untuk kepentingan swasta maupun pemerintah. 
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 
1975, berarti usaha swasta akan lebih mudah memperoleh tanah guna 
kepentingannya dengan alasan untuk proyek pembangunan guna 
kepentingan umum. Dampak pelaksanaan Permendagri ini, pemilik 
atau pemegang hak atas tanah berada pada posisi yang tidak 
menguntungkan dalam arti kurang mendapat perlindungan hak atas 
tanah yang akan dilepaskan setelah mendapat ganti rugi.67 Hal ini 
sangat merugikan pemilik atau pemegang hak atas tanah.  
Ditinjau dari segi khirarki peraturan perundang-undangan, materi 
muatannnya, dan kewenangan pembentuknya, atau dari berbagai 
aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, Permendagri Nomor 15 Tahun 
1975 ini merupakan peraturan yang cacat hukum, sehingga tidak layak 
digunakan sebagai landasan hukum terhadap pengadaan atau 
pembebasan milik rakyat untuk kepentingan umum.68 Sehubungan 
dengan hal tersebut, maka pada tahun 1993, Permendagri Nomor 15 
Tahun 1975 ini dicabut dan digantikan dengan Keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  
 
 
67 Ibid, hlm.39. 
68 Achmad Rubaie, Op.cit., hlm.57. 
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f. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 
Diterbitkannya Keputusan Presiden ini bermaksud untuk 
menampung aspirasi masyarakat karena adanya dampak negatif dari 
Permendagri 1975. Selain itu karena Permendagri Nomor 15 tahun 
1975 dianggap bertentangan dengan Pasal 2 UUPA dan Pasal 33 UUD 
1945 karena tidak memberikan jaminan perlindungan hukum kepada 
rakyat yang tanahnya terkena pembebasan.69  
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 mengganti istilah 
“pembebasan tanah” dengan istilah “pelepasan” atau “penyerahan hak 
atas tanah”. Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 
disebutkan 14 (empat belas) bidang kegiatan yang dikategorikan 
Kepentingan Umum, yaitu: 
1) Jalan umum (termasuk jalan tol, rel kereta api), daluran 
pembuangan air; 
2) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya 
termasuk saluran irigasi; 
3) Rumah Sakit Umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat; 
4) Pelabuhan atau bandar udara atau terminal; 
5) Peribadatan; 
6) Pendidikan atau sekolahan; 
7) Pasar Umum atau Pasar INPRES; 
8)  Fasilitas pemakaman umum; 
9) Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain : tanggul 
penanggulan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana; 
10) Pos dan telekomunikasi; 
11) Sarana olahraga; 
12) Kantor Pemerintah; 
13) Fasilitas Angkatan bersenjata Republik Indonesia. 
Selain penyebutan bidang-bidang pembangunan untuk 
kepentingan umum yang berjumlah 14 (empat belas) itu, Presiden 
69 Maria S.W. Sumardjono, Op.cit., hlm.72. 
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masih dapat menentukan bidang-bidang lain kegiatan pembangunan 
untuk kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 angka 2 
Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 disebutkan bahwa, kegiatan 
pembangunan untuk kepentingan umum selain yang dimaksud Pasal 5 
angka 1 dapat dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. Hal ini dapat 
menimbulkan berbagai multi tafsir tentang kegiatan pembangunan 
untuk kepentingan umum, sehingga dalam pelaksanaannya Keputusan 
Presiden ini kurang bahkan tidak mempunyai kepastian hukum dan 
mengakibatkan ketidak adilan pada masyarakat yang tanahnya 
terkenan proyek pengadaan tanah untuk pembangunan.70  
g. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
Setelah berlaku selama 12 tahun, Keputusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1993 dirasakan banyak kelemahannya yang akibatnya 
menimbulkan permasalahan pertanahan beserta nilai besar ganti 
kerugian. Oleh karena itu pemerintah beranggapan perlu mengeluarkan 
peraturan baru pengganti Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 
yakni Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.71 Berdasarkan Pasal 
2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum hanya dilakukan oleh 
Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.  
Dalam Pasal 2 ayat (2) dikenal istilah pembangunan selain untuk 
kepentingan umum. Pelaksanaan pembangunan selain untuk 
70 Achmad Rubaie, Op.cit., hlm.60. 
71 Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, Op.cit, hlm.49. 
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kepentingan umum dan pembangunan untuk kepentingan umum yang 
luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh 
instansi pemerintah yang bersangkutan dengan para pemilik atau 
pemegang hak atas tanah. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara: 
jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.72 Ketentuan Pasal 2 jo Pasal 20 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ini menutup atau tidak 
memberikan kesempatan pihak usaha-usaha swasta agar dapat 
menggunakan peraturan ini untuk mengadakan pembangunan bagi 
kepentingan proyeknya. 
Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menentukan 
ada 21 kegiatan pembangunan yang termasuk dalam kepentingan 
umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah: 
1) Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang 
atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air 
minum/ air bersih saluran pembuangan air dan sanitasi; 
2) Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan 
pengairan lainnya; 
3) Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; 
4) Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal; 
5) Peribadatan; 
6) Pendidikan atau sekolah; 
7) Pasar umum; 
8) Fasilitas pemakaman umum; 
9) Fasilitas keselamatan umum; 
10) Pos dan telekomunikasi 
11) Sarana olahraga; 
12) Stasiun penyiaran radio, televisi sarana pendukung lainnya; 
13) Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara 
asing, perserikatan bangsa-bangsa dan atau lembaga 
72 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. 
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internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB); 
14) Fasilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya; 
15) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan; 
16) Rumah susun sederhana; 
17) Tempat pembuangan sampah; 
18) Cagar alam dan cagar budaya; 
19) Pertamanan; 
20) Panti sosial; 
21) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. 
 
Adanya pembatasan subyek pelaksana pengadaan tanah 
membuat Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tidak memberikan 
peluang kepada Presiden dalam menetapkan suatu proyek 
pembangunan untuk kepentingan umum di luar kegiatan yang telah 
ditentukan dalam Pasal 5. Tentunya jika dibandingkan dengan 
ketentuan Pasal 18 UUPA jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, 
Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 
1976, serta Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 lebih baik, lebih maju dan lebih 
manusiawi.73  
h. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 
Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum telah diupayakan untuk melakukan beberapa 
perbaikan atas Perpres No. 36 Tahun 2005, yaitu : (1) membatasi 
73 Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, Op.cit, hlm.55. 
47 
 
                                                             
pengertian pengadaan tanah74, (2) membatasi ruang lingkup atau 
jenis/bidang pembangunan untuk kepentingan umum75, (3) menambah 
waktu terjadinya musyawarah dari 90 hari menjadi 120 hari bila ada 
kegiatan pembangunan yang tidak dapat dipindahkan kelokasi lain76, 
(4) penambahan bentuk ganti rugi yang disepakati oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan77, (5) adanya perbedaan antara pengadaan tanah 
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dengan 
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan selain untuk 
kepentingan umum, yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar 
menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-
pihak yang bersangkutan78. 
Menurut pasal 2 Perpres No.65 Tahun 2006, pengadaan tanah 
bagi pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah atau pemerintah 
daerah dilaksanakan dengan cara: 
1) Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan 
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan 
tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas 
dasar musyawarah. 
2) Langsung, yaitu dengan cara jual-beli, tukar menukar atau 
dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh 
puhak-pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan pebangunan 
untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah skala kecil 
atau kurang dari 1 (satu) ha dapat dilakukan langsung oleh 
instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan cara 
jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati 
kedua belah pihak. 
74 Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 
75 Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 
76 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 
77 Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 
78 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 
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Menyangkut pengertian kepentingan umum dan pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah dalam Perpres No.36 Tahun 2005 tetap 
tidak berubah dan digunakan dalam pasal yang sama pada Perpres No. 
65 Tahun 2006. Adapun pengertian kepentingan umum adalah 
kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat (Pasal 1 angka (5) 
Kepres No. 65 Tahun 2006). Sedangkan pengertian pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan 
hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang 
dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah 
(Pasal 1 angka (6) Kepres No. 65 Tahun 2006). 
Jenis atau bidang pembangunan untuk kepentingan umum yang 
dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, 
meliputi:79 
1) Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di 
ruang atas tanah, atau di ruang bawah tanah), saluran air 
minum atau air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; 
2) Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan 
pengairan lainnya; 
3) Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 
4) Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul 
penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; 
5) Tempat pembuangan sampah; 
6) Cagar alam dan cagar budaya; 






79 Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 
49 
 
                                                             
i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
tersebut maka pengaturan pengaturan pembangunan untuk 
kepentingan umum mempunyai landasan hukum yang kuat karena 
diatur dalam sebuah undang-undang.80 Adapun perubahan pengertian 
kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 
adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus 
diwujudkan oleh pemerintah dan dugunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat.  
Perbedaan lainnya dengan pengaturan pengadaan tanah 
sebelumnya bahwa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 
mencantumkan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan 
bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan 
“menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan 
masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang 
berhak”.  
Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan 18 
(delapan belas) kategori tanah untuk kepentingan umum yang 
digunakan untuk pembangunan, sebagai berikut : 
80 Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, Op.cit, hlm.64. 
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1) Pertahanan dan keamanan nasional; 
2) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun 
kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; 
3) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, 
saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan 
pengairan lainnya; 
4) Pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 
5) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 
6) Pembangkit, transmisi, gardu, jarngan, dan distribusi listrik; 
7) Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 
8) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 
9) Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 
10) Fasilitas keselamatan umum; 
11) Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 
12) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau 
publik; 
13) Cagar alam dan cagar budaya; 
14) Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa; 
15) Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau 
konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat 
berpenghasilan rendah dengan status sewa; 
16) Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah 
Daerah; 
17) Prasarana olaharaga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan 
18) Pasar umum dan lapangan parkir umum.  
 
3. Tindakan Hukum Pemerintahan 
Sebagai subjek hukum, pemerintah merupakan drager van de 
rechten en plichten atau pendukung hak dan kewajiban yang 
melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) 
maupun tindakan hukum (rechtshandelingen). Tindakan nyata adalah 
tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan tidak 
menimbulkan akibat hukum.81 Sedangkan tindakan hukum menurut 
R.J.H.M. Huisman adalah tindakan yang dapat menimbulkan akibat 
hukum tertentu. Istilah ini diadopsi dari ajaran hukum perdata, yang 
81 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 109. 
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kemudian digunakan dalam Hukum Administrasi Negara.82 Akibat 
hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat yang 
memiliki relevansi dengan hukum. Akibat-akibat hukum 
(rechtsgevolgen) itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut.83 
a. Indien er een verandering optreedt in de bestaande rechten 
verplichtingen of bevoegheid van sommigen; (jika 
menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau 
kewenangan yang ada). 
b. Wanner er verandering optreedt in juridische status van een 
persoon of (van) object; (bilamana menimbulkan perubahan 
kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada). 
c. Wanner het bestaan van zekere rechten, verplichtingen, 
bevoegdheden of status bindend wordt vastgesteld; 
(bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, 
ataupun status tertentu yang ditetapkan). 
 
 Istilah rechtshandeling atau tindakan hukum ini berasal dari 
ajaran hukum perdata, tetapi begitu digunakan dalam Hukum 
Administrasi Negara, sifat tindakan hukum ini mengalami perbedaan, 
terutama pada sifat mengikatnya. Seperti yang dikemukakan A.D. 
Belinfante bahwa ”De administratiefrechtelijke rechtshandelingen 
kunnen burgers binden zonder dar hunnerzijds tot die binding op enige 
wijze wordt bijgedragen” (tindakan hukum administrasi dapat mengikat 
warga negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga negara yang 
bersangkutan), sementara dalam tindakan hukum perdata diperlukan 
persesuaian kehendak (wilsovereenstemming) antara kedua pihak atas 
dasar kebebasan kehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak 
yang dikenai tindakan hukum tersebut. Hal ini karena hubungan 
82 Ibid, hlm. 110. 
83 Ibid, hlm. 111. 
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perdata bersifat sejajar, sementara hubungan hukum administrasi 
bersifat sub ordinatif, di satu pihak pemerintah dilekati dengan 
kekuasaan publik, di pihak lain warga negara tidak dilekati kekuasaan 
yang sama.84 
a. Unsur-unsur Tindakan Hukum Pemerintahan 
Berdasarkan dari pengertian tindakan hukum pemerintah, 
Muchsan membagi beberapa unsur-unsur yang termasuk tindakan 
hukum pemerintah, antara lain:85  
1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam 
kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat 
perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen) dengan 
prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 
2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan 
fungsi pemerintahan; 
3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk 
menimbulkan akibat hukum di bidang Hukum Administrasi 
Negara; 
4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka 
pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. 
 
b. Jenis-jenis Tindakan Hukum Pemerintahan 
Pemerintah adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi 
yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Tindakan hukum 
pemerintah sebagai wakil dari dua institusi dikenal ada dua jenis, yaitu 
tindakan hukum publik (publiekrechtshandelingen) yang dilakukan 
berdasarkan hukum publik dan tindakan hukum privat 
(privaatrechtshandelingen) yang didasarkan pada ketentuan hukum 
84 Ibid, hlm. 112. 
85 Ibid, hlm. 113. 
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keperdataan.86 Kedudukan hukum pemerintah yang mewakili dua 
institusi dan diatur dengan dua bidang hukum yang berbeda, yaitu 
hukum publik dan hukum privat, tentunya akan melahirkan tindakan 
hukum dengan akibat-akibat hukum yang juga berbeda. 
Secara teoritis, cara untuk menentukan apakah tindakan 
pemerintah itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah 
dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan 
tersebut. Ketika pemerintah terlibat dalam pergaulan keperdataan dan 
bukan dalam kedudukannya sebagai pihak yang memelihara 
kepentingan umum, ia tidak berbeda dengan pihak swasta, yaitu tunduk 
pada hukum privat. Cara lainnya adalah dengan melakukan 
pembedaan antara overheid sebagai pemegang kewenangan 
pemerintahan dengan lichaam sebagai badan hukum. Sebagai 
overheid, pemerintah melaksanakan kewenangan atau tugas-tugas 
pemerintahan yang diberikan dan diatur oleh ketentuan hukum publik. 
Sebagai lichaam, pemerintah adalah sebagai wakil dari badan hukum, 
yang dapat bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada 
ketentuan hukum perdata.87  
c. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintahan 
Terdapat beberapa pendapat mengenai karakteristik tindakan 
hukum pemerintah. Sebagian beranggapan bahwa perbuatan hukum 
yang terjadi dalam lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak atau 
86 Ibid, hlm. 114. 
87 Ibid, hlm. 116. 
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hubungan hukum bersegi satu (eenzijdige) karena dilakukan tidaknya 
suatu tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki kekuatan 
hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari 
badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki wewenang 
pemerintahan untuk berbuat demikian. Sementara sebagian lain 
menyatakan, ada tindakan hukum pemerintahan bersegi dua 
(tweezijdige).88 Walaupun dikenal adanya tindakan hukum bersegi dua, 
maka ini hanya menyangkut mengenai cara-cara merealisasikan 
tindakan hukum tersebut dengan tujuan agar pelaksanaan tugas dan 
urusan pemerintahan dapat terselenggara secara efektif dan efesien 
dengan cara dilaksanakan secara bersama-sama.89 
Dalam rangka mengatur dan melayani kepentingan umum yang 
dikristalisasikan dalam ketentuan undang-undang. Ketentuan undang-
undang ini melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk 
melakukan tindakan hukum tertentu. Karena kewenangan ini hanya 
diberikan kepada organ pemerintahan tertentu, tidak kepada pihak lain, 
maka tindakan hukum pemerintahan itu pada dasarnya bersifat 
sepihak, bukan hasil persetujuan dengan pihak yang dikenai tindakan 
hukum tersebut.90 
Kedudukan pemerintah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau 
badan hukum perdata ini menyebabkan hubungan hukum antara 
pemerintah dengan seseorang dan badan hukum perdata bersifat 
88 Ibid, hlm. 118. 
89 Ibid, hlm. 120. 
90 Ibid, hlm. 119. 
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ordinatif. Berbeda halnya dengan hubungan hukum berdasarkan hukum 
perdata, yang bertumpu pada asas otonomi dan kebebasan berkontrak. 
Meskipun hubungan hukumnya bersfat ordinatif, tindakan hukum 
pemerintah tetap terikat pada asas legalitas sehingga pemerintah tidak 
dapat melakukan tindakan hukum secara bebas dan semena-mena 
terhadap warga negara.91 
Di samping dikenal kaakteristik tindakan hukum pemerintahan 
yang bersifat sepihak, dikenal pula karakteristik tindakan hukum 
pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas. Karakteristik 
tindakan hukum demikian ini berkenaan dengan dasar bertindak yang 
dimiliki oleh organ pemerintahan, yaitu kewenangan. Sebagaimana 
telah dijelaskan bahwa kewenangan ini ada yang bersifat terikat, 







91 Ibid, hlm. 120. 
92 Ibid, hlm. 122. 
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A. Lokasi Penelitian  
Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka Penulis 
memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya 
di Kantor Kelurahan Tello Baru, Kantor Kelurahan Kunjungmae, Kantor 
KPUD Kota Makassar, Kantor DLLAJR (Dinas Perhubungan) Kota 
Makassar dan Kantor Pertanahan Kota Makassar. Pemilihan lokasi 
didasarkan karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan 
pembangunan kantor pemerintah di atas tanah hak milik perseorangan.  
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Data yang diperlukan dan diperoleh dalam penelitian berupa 
data primer dan data sekunder  
1. Data primer  
Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di 
lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan 
beberapa sumber yang memiliki kompetensi atas objek 
penelitian yang dibahas yaitu alas hak Pemerintah dalam 
membangun kantor pemerintahan di atas tanah hak milik. 
Lebih khususnya pihak-pihak yang mengetahui dan mampu 
memberikan informasi terkait alas hak pembangunan Kantor 
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Lura Tello Baru, Kantor KPUD Kota Makassar, dan Kantor 
Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Makassar.  
2. Data sekunder  
Yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu. 
Seperti dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, 
termasuk juga literatur-literatur yang berkaitan dengan 
pembahasan penelitian ini untuk memperoleh dasar teoritis 
dalam penulisan tugas akhir. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara:  
1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui 
tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan 
informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap pihak 
yang berkompeten terkait objek penelitian, antara lain : 
a. Lurah Tello Baru; 
b. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Pemerintah Kota Makassar; 
c. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan 
Pertanahan Kota Makassar; 
58 
 
d. Muhammadiyah, kuasa ahli waris warga yang menggugat 
kepemilikan tanah Kantor Lurah Tello Baru; 
e. Nuhung Daeng Labbang, warga yang mengaku sebagai pemilik 
atas tanah Kantor KPUD Kota Makassar. 
2. Studi kepustakaan yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan 
dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan 
dengan penelitian, yang bersumber dari buku, karya ilmiah, jurnal, 
putusan pengadilan, media pemberitaan, serta sumber-sumber 
informasi lainnya seperti data yang terdokumentasi melalui situs 
internet yang relevan.   
 
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif, yaitu menggunakan masalah, mengemukakan 
pendapat, dan memecahkan permasalahan aspek hukumnya. 
Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh 
kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Alas Hak bagi Pemerintah untuk Mendirikan Kantor Pemerintahan 
di Atas Tanah Hak Milik Perorangan 
Dasar penguasaan atau alas hak untuk tanah menurut UUPA 
adalah bersifat derivative, artinya berasal dari ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan hak-hak yang ada sebelumnya seperti hak-
hak adat dan hak barat. Secara perdata, dengan adanya hubungan 
antara yang mempunyai tanah dengan tanahnya yang dibuktikan 
dengan penguasaan fisik secara nyata di lapangan atau ada alas hak 
berupa data yuridis berarti telah dilandasi dengan suatu hak, tanah 
tersebut sudah berada dalam penguasaannya atau menjadi miliknya.93 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah bahwa alas hak menggunakan istilah data yuridis. 
Data yuridis yang dimaksud adalah keterangan mengenai status hukum 
bidang tanah yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta 
beban-beban lain yang membebaninya.94 
93  Sri Susyanti Nur, Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Hak Milik Asing 
sebagai Aset Pemerintah Daerah, Hasanuddin Law Review, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 
1, No. 1, April 2015, hlm. 91. 
94  Ibid, hlm. 91. 
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Alas hak menjadi penting karena dasar bukti kepemilikan atas 
tanah selain sertifikat adalah alas hak. Alas hak pula yang dijadikan 
dasar untuk pendaftaran tanah.95 Karena itulah tanah yang yang belum 
terdaftar dan alas haknya bermasalah rawan disengketakan.  
Sehubungan dengan itu, ternyata banyak lahan dan gedung milik 
Pemerintah Kota Makassar terindikasi rawan direbut oknum tertentu 
karena hingga sekarang belum bersertifikat. Asisten II Pemerintah Kota 
Makassar Bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan mengakui jika 
permasalahan yang sering dijumpai dalam sertifikasi aset adalah 
masalah alas hak.  Adapun aset lainnya yang masih bermasalah terkait 
alas haknya antara lain bangunan sekolah sekitar 262, puskesmas, 
rumah sakit,  kantor DPRD Kota Makassar, rumah jabatan Ketua 
DPRD, kantor Balai Kota, rumah jabatan Wakil Walikota, taman baca, 
kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sudiang, Kantor Camat 
Panakkukang, Rappocini, Mamajang, Biringkanaya, Mariso, Tamalate, 
Manggala, dan puluhan Kantor Lurah.96 
Dari sekian banyak aset Pemerintah berupa tanah dan gedung 
yang bermasalah, penulis memperkecil ruang lingkup penelitian ke 
salah satu aset yang krusial yakni kantor pemerintah. Pembahasan 
akan lebih difokuskan ke alas hak atas tanah yang dimiliki oleh 
Pemerintah sehingga dapat menduduki dan mendirikan bangunan 
95  Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997. 
96 Ronal, Pemkot Fokus Selamatkan Aset, 
http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/ 2015/12/16/2016-pemkot-fokus-selamatkan-
aset/ , Diakses tanggal 25 Juli 2016.  
61 
 
                                                             
kantor di atas tanah tersebut. Adapun kantor pemerintah yang 
dimaksud antara lain, kantor KPUD Kota Makassar, kantor Lurah Tello 
Baru, dan kantor Dinas Perhubungan. 
1. Kantor KPUD Kota Makassar  
Masuknya tanah kantor KPUD Kota Makassar sebagai salah 
satu objek penelitian karena tanah tersebut berpotensi bersengketa. 
Tanah tersebut dulunya berada dalam penguasaan Perusahaan Umum 
Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Regional VII 
berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4 Tamangapa GS. 3 
Oktober 1995 Nomor 6676. Setelah akhirnya diserahkan kepada pihak 
KPUD Kota Makassar untuk keperluan pembangunan kantor. 
Walaupun surat penyerahannya baru diterbitkan pada tahun 2014 yang 
lalu, di atas tanah sudah didirikan kantor KPUD Kota Makassar sejak 
tahun 2008.97  
Tanah tersebut berpotensi bersengketa karena satu persatu 
tanah yang berada dalam penguasaan Perum Perumnas sudah didaftar 
gugatannya di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Tercatat dalam daftar 
register perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
97 Iswadi, Wawancara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota 
Makassar, Makassar, 16 Mei 2016. 
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159/Pdt.G/2012/PN Mks dan perkara Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Mks., 
antara Perum Perumnas dengan Nuhung Daeng Labbang.98   
Nuhung Daeng Labbang merupakan salah satu warga yang 
terlibat dalam persengketaan tanah dengan pihak Perum Perumnas 
Regional VII yang berlokasi di Antang Raya tersebut. Beliau bertempat 
tinggal tepat di samping kantor KPUD Kota Makasaar. Beliau 
mengatakan bahwa sebagian tanah yang dikuasai pihak Perum 
Perumnas diperoleh dari  Bambang melalui jual beli pada tahun 1992 
tetapi yang diakui oleh pihak Perum Perumnas tidak hanya tanah yang 
diperoleh dari Bambang, melainkan juga tanah miliknya.99  
Tanah yang dulunya milik Bambang tersebut terletak pada Persil 
Nomor 2 D II Kohir 359 CI seluas 0,38 Ha. Sedangkan, tanah milik 
Nuhung Daeng Labbang terletak pada Persil Nomor 2 Kohir 793 CI 
seluas 0,58 Ha. Dari situlah Nuhung berkesimpulan jika tanah tersebut 
tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan pihak Perum 
Perumnas.100 
Nuhung pun berencana akan mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri Makassar. Permasalahan terkait tanah tersebut 
sebenarnya telah diselesaikan secara damai oleh Pemerintah ditandai 
dengan keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan dari Pemerintah Kota 
Makassar tentang Kasus Penyerobotan Tanah Hak Milik An. Nuhung 
98 Kepaniteraan Mahkamah Agung, Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik 
Indonesia,http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/index.php?offset=20&page
=665&=&, Diakses tanggal 27 Juli 2016. 




                                                             
Bin Madu oleh Perum Perumnas Cabang VII. Pemeriksaan dilakukan  
sebagai bentuk tindak lanjut dari surat Sekretariat Wakil Presiden 
Republik Indonesia Nomor R-11456/Wk.Pres/Was/P/01/1995.   Selain 
kantor KPUD Kota Makasar, beberapa tanah kosong, dan tanah yang 
sudah beralih fungsi sebagai rumah toko (ruko) yang masuk dalam 
penguasaan pihak perum Perumnas akan masuk dalam objek sengketa 
yang akan Nuhung gugat di Pengadilan Negeri Makassar.101 
2. Kantor Lurah Tello Baru 
Terkait pembahasan mengenai pembangunan kantor 
pemerintah, pada akhir tahun 2013 sempat heboh di berbagai media 
terkait adanya puluhan warga yang melakukan penyegelan terhadap 
kantor Lurah Tello Baru. Warga menyegel kantor dengan menggunakan 
papan yang dipaku di pintu depan, dan pintu belakang. Akibatnya, 
pelayanan publik terhambat.102 
Salah satu warga yang mengaku sebagai ahli waris, 
Muhammadiyah yang berhasil penulis temui di rumahnya menerangkan 
jika tanah di atas Kantor kelurahan Tello Baru adalah tanah milik 
Djumara Bin Radjab dengan Persil Nomor 15 B Kohir 876 CI. Pada 
tahun 1964 dipinjamkan kepada Kepolisian Sektor Panakkukang untuk 
membangun kantor. Kemudian pada tahun 1992 Kantor Polsek 
101Ibid. 
102Ronal YW, Lagi, kantor milik Pemkot disegel warga, http://daerah.sindonews.com/ 
read/814184/25/lagi-kantor-milik-pemkot-makassar-disegel-warga-1386331440/, Diakses 
tanggal 26 Juli 2016.  
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Panakukang dipindahkan ke Jalan Pengayoman dan bangunan kantor 
yang ditinggalkan tersebut digunakan lagi sebagai Kantor Kelurahan 
Tello Baru.  Djumara bin Radjab sendiri adalah paman dari  
Muhammadiyah.103 
Sementara, keterangan yang diberikan Sri Susilawati selaku 
Camat Panakukang (sekarang dijabat Muh Tahir Rashid) yang datang 
ke lokasi penyegelan (Kantor Lurah Tello Baru) pada hari Jumat, 6 
Desember 2013 bertolak belakang dengan pengakuan Muhammadiyah. 
Menurut dia, kantor tersebut sudah berdiri 22 (dua puluh dua) tahun 
lalu. Sedangkan status kepemilikan tanah sebelumnya adalah milik 
Perusahaan Daerah (Perusda) Sulsel yang telah dibebaskan 
Pemerintah Kota Makassar.104 
Lain halnya dengan keterangan yang disampaikan Lurah Tello 
Baru, Azis Adam Musa. Beliau mengatakan jika tanah tersebut dulunya 
dihibahkan secara lisan oleh Djumara bin Radjab sendiri selaku pemilik 
tanah. Beliau juga mengakui jika hingga saat ini, pihak kelurahan Tello 
Baru tidak memiliki akta otentik maupun alas hak lainnya yang 
membuktikan secara tertulis penghibahan tersebut. Namun, tanah dan 
bangunan Kantor Lurah Tello Baru tetap dimasukkan dalam daftar 
inventaris barang. Berdasarkan data yang dihimpun, luas tanah yang 
103Muhammadiyah, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2016. 
104Supyan Umar, Lagi, kantor milik Pemkot Makassar disegel warga , 
http://daerah.sindonews.com/read/814184/25/lagi-kantor-milik-pemkot-makassar-disegel-
warga-1386331440, 2013, Diakses tanggal 11 Maret 2016. 
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dikuasai Pemerintah Kelurahan Tello Baru adalah 500 m2 dengan nilai 
nominal Rp.1.626.000.000,00.105 
Berbicara tentang status kepemilikan tanah Kantor Lurah Tello 
Baru yang hanya dibuktikan dengan penguasaan fisik dan dimasukkan 
dalam inventaris barang kelurahan. Sekretaris Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar, Abdul Rasyid 
menerangkan bahwa tanah yang dikuasai secara fisik tersebut memang 
harus dimasukkan dalam daftar inventaris barang. Hal ini disebabkan 
pemerintah daerah tidak boleh melakukan penganggaran atas tanah 
tersebut jika tanah tersebut tidak diinventarisasikan sebagai aset 
daerah.106  
Sementara itu, Muh. Hadrawi yang menjabat sebagai Kepala 
Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Makassar mengatakan bahwa status tanah tersebut 
memang merupakan aset daerah karena tanah tersebut telah dikuasai 
secara fisik oleh Pemerintah Kota Makassar. Beliau juga 
menambahkan tanah tersebut dan tanah aset daerah yang belum 
disertifikatkan harus segera didaftarkan. Hal itu penting untuk 
mengamankan tanah-tanah aset daerah secara yuridis. Prosedur 
mensertifikasi aset tanah dan bangunan yang dikuasai pemerintah 
tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengganti 
105Azis Adam Musa, Wawancara, Lurah Tello Baru, Makassar, 17 Mei 2016. 
106Abdul Rasyid, Wawancara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Makassar, Makassar, 16 Mei 2016. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 mengingat bahwa untuk 
wilayah Kota Makassar belum ada peraturan yang mengatur terkait 
dengan sertifikasi aset mengenai tanah dan bangunan.107   
 
3. Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar 
Faktanya, tidak hanya kantor pemerintah milik Pemerintah 
Kelurahan Tello Baru yang sedang bermasalah status tanahnya. Bapak 
Sabri, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kota Makassar (saat ini 
dijabat oleh Imran Mansyur), mengakui masih terdapat puluhan kantor 
pemerintahan terutama kantor kelurahan di Kota Makassar yang masih 
bersoal terkait status tanah. Kepemilikan tanah kantor kelurahan tersebut 
digugat oleh warga. Ironisnya, Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki 
bukti otentik berupa sertifikat sebagai pemilik tanah.108 
Kasus serupa juga terjadi pada Kantor Dinas Perhubungan Kota 
Makassar. Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota 
Makassar dalam hal ini Instansi Dinas Perhubungan telah dikalahkan di 
pengadilan hingga tingkat banding dan sementara masih dalam proses 
kasasi di Mahkamah Agung. Kondisi ini membuat Dinas Perhubungan 
107 Muhammad Hadrawi, Wawancara, BPN Kota Makassar, Makassar, 30 Mei 2016. 
108Syamsuddin, Puluhan Kantor Kelurahan di Makssar Bermasalah, 
http://publiknasional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1904%3Apulu
han-kantor-kelurahan-di-makassarbermasalah&catid=51%3Anusantara&Itemid=1,  
Diakses tanggal 11 Maret 2016. 
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Kota Makassar dipindahkan dari Jalan Urip Sumoharjo ke Terminal 
Malengkeri, Jalan Sultan Alauddin-Jalan Malengkeri.109 
Sengketa tersebut yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 
298/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mks.-298/ Pdt.G-Intv/ 2011/ PN.Mks  melibatkan 
para ahli waris Maliang selaku Penggugat, Pemerintah Sulawesi 
Selatan dan Instansi Dinas Perhubungan Kota Makassar selaku 
Tergugat, dan Para ahli waris Batjo Jumaleng selaku Penggugat 
Intervensi.110 Pihak Penggugat mengajukan 22 (dua puluh dua) alat 
bukti surat diantaranya : 
1. Beberapa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah 
(IPEDA) dari pewaris hingga ahli waris pada tahun 1979, 
1982, 1983,1984, 1986, dan 1998;  
2. Beberapa SPPT PBB Tahun 1989, 1990, dan 1991; 
3. Surat Keterangan dari Camat Panakkukang No. 
08/593/K.P/IV/2004 yang menerangkan tentang Persil Tanah 
atas nama wajib pajak Tallasa Bin Sampara dengan, Persil 
Nomor 30 D II, Kohir Nomor 751 CI dan Luas 0,32 Ha; 
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
118/Pdt.G/1989/PN.Uj.Pdg.; 
5. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 297/ 
Pdt/ 1992/ PT.Mks.; 
109Edi Sumardi, Kantor Dinas Perhubungan Makassar Pindah ke Terminal, 
http://makassar.tribunnews.com/2013/02/18/kantor-dinas-perhubungan-makassar-
pindah-ke-terminal, 2013,  Diakses tanggal 11 Maret 2016. 
110 Pengadilan Negeri Makassar, Putusan No.298/Pdt.G/2011/PN.Mks. - 
No.298/Pdt.G-Intv/2011/ PN.Mks, hlm. 1-3. 
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6. Salinan Putusan Kasasi Nomor 1310K/ Pdt/ 1993; 
7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara 
Nomor 2667 A, tertanggal 19 Desember 1961. 
Selain dari alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua 
orang saksi.111 Dari keseluruhan pembuktian Penggugat, Majelis Hakim 
berpendapat jika tanah terdaftar sebagai milik Penggugat dalam Persil 
Nomor 30 D II, Kohir Nomor 751 CI dan Luas 0,32 Ha tidak terletak 
pada bidang tanah yang menjadi objek sengketa, maka Majelis Hakim 
berpendapat jika Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa 
objek sengketa sebagai milik Para Penggugat yang berasal dari 
warisan kakek Para Penggugat.112 
Sedangkan pihak Tergugat, yakni pihak pemerintah berdalil jika 
tanah objek sengketa dahulunya adalah tanah negara yang kemudian 
berada dalam penguasaan Tergugat. Satuan Kerja Dinas Perhubungan 
Kota Makassar menguasai objek sengketa hanya sebatas pinjam pakai 
dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Objek Sengketa terdaftar 
sebagai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk 
membuktikan dalilnya, pemerintah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti 
surat, akan tetapi hanya 4 (empat) yang dapat diterima secara formil. 
Alat bukti tersebut, antara lain :113 
1. Surat Ketetapan Gubernur Sulawesi Selatan, No.476/ VI/ 
Tahun 2004 tertanggal 16 Juni 2004; 
111 Ibid, hlm. 34-43. 
112 Ibid, hlm. 92-93. 
113 Ibid, hlm. 56. 
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2. Buku Inventaris Barang Pemerintah Provinsi Satuan Kerja 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 
3. Surat dari Walikota Makassar, No. 551/ 284/ DISHUB/ VI/ 
2004 Tanggal 29 Juni 2004; 
4. Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan, No. 551.23/ 2868/ 
SET Tanggal 12 Juni 2004.   
 
Berdasarkan dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa bukti yang diajukan Tergugat bukanlah bukti 
kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya itu Tergugat dianggap 
tidak dapat membuktikan hak kepemilikan yang sah atas tanah objek 
sengketa. Dan penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan adalah melawan hukum. Peralihan tanah 
objek sengketa dengan cara pinjam pakai adalah tidak sah secara 
hukum sehingga penguasaan Dinas Perhubungan Kota Makassar atas 
tanah objek sengketa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan 
hukum.114  
Sementara itu, pihak Penggugat Intervensi di hadapan 
persidangan mengajukan alat bukti kepemilikan berupa : 
1. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, 
dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf “C” 506 C I, Desa 
Panaikang No.15, Distrik Mangasa, Kabupaten Gowa, 
Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Persil : 30 b Kelas Desa D 
II, Luas menurut pendaftaran huruf B : 0,86 Ha115; 
2. Surat Ketetapan IPEDA116; 
114 Ibid, hlm. 94. 
115 Ibid, hlm. 49. 
116 Ibid, hlm. 50. 
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3. Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal 
Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, 
Makassar, No. HK. 05, 02 – BBPJN VI/ IV/ 763, yang 
ditujukan kepada Pimpinan CV. Warta Trans di Makassar, 
perihal: Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan Billboard 
pada Ruas Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar. Tindak 
lanjut dari surat itu dibuatlah Surat Perjanjian antara 
Pimpinan Warta Trans dengan pemilik lahan/ ahli waris 
dengan objek Kohir 506 C I Persil 30 b D II dan Persil 28 S II 
atas nama Batjo Bin Jumaleng tertanggal 14 April 2014117; 
4. Surat Hasil Penyelidikan Kepolisian Polrestabes Makassar, 
No. Pol. : 131177/ I/ 2009, tertanggal 27 Januari 2009118; 
5. Surat dari Camat Panakukang Nomor : 593/ 150/ KP/ V/ 2010 
yang isinya menerangkan bahwa Kohir 506 C I atas nama 
Batjo Bin Djumaleng di Kelurahan Karampuang, Kecamatan 
Panakkukang, dalam daftar Buku “F” Tahun 1977 dengan 
Persil  30 D II dan Persil 28 S II119; dan 
6. Keterangan Kewarisan.    
Berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim berpendapat 
bahwa alat bukti angka 1, yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah 
Milik Indonesia merupakan alas hak atas tanah.120 Dalam 
117 Ibid, hlm. 51. 
118 Ibid, hlm. 14. 
119 Ibid, hlm. 55. 
120 Ibid, hlm. 119. 
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pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah 
diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 
Berdasarkan dari peraturan pemerintah tersebut Majelis Hakim 
berpendapat bahwa apabila tanah yang belum didaftarkan, maka 
kepemilikan hak atas dapat dibuktikan melalui Tanda Pendaftaran 
Sementara Tanah Milik Indonesia.121  
Dalam putusannya, Majelis Hakim pun menetapkan pihak 
Penggugat Intervensi sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa 
dan perbuatan Tergugat menempati dan membangun Kantor 
Pemerintah di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan 
hukum. Penulis pun sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena 
bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi merupakan bukti 
yang diakui dan disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Penjelasan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.   
Ternyata tidak hanya tanah Kantor Dinas Perhubungan Kota 
Makassar saja yang tidak punya alas hak yang akhirnya berujung kalah 
di persidangan. Sebelumnya, tanah Kantor Lurah Kunjungmae juga 
pernah digugat oleh warga pada tahun 2004.  Warga yang mengklaim 
lahan kantor lurah tersebut atas nama Wenseslaur Henrik Wintery, 
memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Makassar hingga ke 
121 Ibid, hlm. 114. 
72 
 
                                                             
Mahkamah Agung.122 Sayangnya, penulis tidak berhasil menemukan 
Bapak Henrik, sedangkan tanah kantor lurah yang dulu, sekarang 
ditempati perusahaan Manorians Travel.  
Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Lurah Kunjungmae,  
Erwin mengatakan jika tanah kantor lurah yang dulu adalah tanah milik 
Kakek dari Henrik yang dihibahkan kepada Pemerintah. Serupa dengan 
kasus tanah Kantor Lurah Tello Baru, hibah yang dilakukan hanya 
secara lisan. Erwin juga mengaku jika arsip dan dokumen terkait tanah 
kantor yang dulu tidak dia ketahui. Mengingat kondisi Kantor Kelurahan 
Kunjungmae saat ini  yang masih mengontrak di rumah warga, tidak 
jauh dari lokasi kantor lurah terdahulu.123    
Dari rentetan beberapa kasus di atas, nampak jika Pemerintah 
terkesan tidak mempedulikan tanah miliknya. Padahal tanah yang telah 
dibangun Kantor Pemerintah di atasnya berada dalam penguasaan 
selama puluhan tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Prof. Mhd. 
Yamin Lubis menyatakan bahwa apabila pemegang hak tidak dapat 
menyediakan bukti kepemilikan tanahnya baik berupa bukti tertulis 
maupun bentuk lain yang dapat dipercaya maka pembukuan hak dapat 
dilakukan tidak berdasarkan kepemilikan tetapi berdasarkan 
penguasaan fisik tanah. Syaratnya adalah tanah tersebut telah dikuasai 
selama 20 (dua puluh tahun) atau lebih secara berturut-turut oleh 
122Syamsuddin, Puluhan Kantor Kelurahan di Makssar Bermasalah, 
http://publiknasional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1904%3Apulu
han-kantor-kelurahan-di-makassarbermasalah&catid=51%3Anusantara&Itemid=1,  
Diakses tanggal 11 Maret 2016. 
123 Erwin, Wawancara, SKPD Kelurahan Tello Baru, Makassar, 10 Mei 2016. 
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pemohon pendaftaran tanah serta dilakukan dengan itikad baik dan 
secara terbuka.124 
Bukti kepemilikan atas tanah seakan terasa sudah cukup bagi 
Instansi Pemerintah jika dimasukkan ke dalam daftar inventaris kantor. 
Padahal Pemerintah memiliki peluang untuk mendaftarkan tanah yang 
dikuasainya guna mendapat  kepastian hukum dan perlindungan 
hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pendaftaran 
tanah juga berguna untuk mengamankan aset-aset berupa tanah dan 
bangunan tersebut. 
Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah 
Kota Makassar tahun 2015, tercatat sekitar 470 aset berupa lahan, 
termasuk gedung Kantor Balaikota dan rumah jabatan tidak memiliki 
sertifikat.125 Kondisi ini menyebabkan tanah-tanah yang berada dalam 
penguasaan Pemerintah rawan direbut oknum tertentu. Padahal telah 
diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 
Daerah yang bahwa: 
(1) Barang Milik Negara/ Daerah berupa tanah harus 
disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
(2)  Barang Milik Negara/ Daerah berupa bangunan harus 
disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
 
124Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung: 
Bandar Maju, 2010, hlm. 121. 
125Ronal, 470 Aset Pemkot Makassar Belum Bersertifikat, 
http://makassartime.online/ 2015/06/  470 -aset-pemkot-makassar-belum-bersertifikat/, 
Diakses tanggal 26 Juli 2016. 
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Penjelasan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat 
dijelaskan bahwa sertifikasi tanah dan bangunan merupakan kewajiban 
bagi pemerintah yang bersangkutan. Sebelumnya, kewajiban 
mensertifikasi aset berupa tanah dan bangunan telah diatur dalam 
Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.  
Sudah sepantasnya permasalahan ini menjadi prioritas utama 
Pemerintah Kota Makassar, mengingat manfaat kantor pemerintah 
yang begitu penting dalam hal peningkatan pelayanan terhadap 
masyarakat.  
 
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pemilik Hak Atas Tanah 
terkait Pendirian Kantor Pemerintahan di Atas Tanah Miliknya 
Di Indonesia, sengketa pertanahan yang ada diselesaikan 
melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
Pada PTUN objek perkaranya (objektum litis) adalah Keputusan TUN 
yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN atau penguasa, sedangkan pada 
Pengadilan Umum objek perkaranya adalah Hak-hak atau kepentingan-
kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari 
dikeluarkannnya Keputusan TUN oleh Pejabat TUN atau penguasa.126 
Sehubungan dengan itu, yang menjadi masalah dalam pendirian kantor 
pemerintah di atas tanah hak milik adalah pelanggaran terhadap hak 
yang tentunya merupakan perkara perdata, maka penyelesaian 
126Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 
2012, hlm. 1-2. 
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permasalahan ini menjadi wewenang Pengadilan Umum (kompetensi 
absolut).   
Pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum 
menjadi upaya hukum yang ditempuh Muhammadiyah atas tanah 
Kantor Lurah Tello Baru, dan ahli waris Batjo Jumaleng atas tanah 
Kantor Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk kasus atas tanah Kantor 
KPUD Makassar yang belum disengketakan, Nuhung Daeng Labbang 
pun berencana mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri 
Makassar dalam waktu dekat ini.127        
Namun pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses litigasi baik Pengadilan 
Umum ataupun Pengadilan TUN, kemudian berkembang proses 
penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar 
pengadilan (non litigasi). 
1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi 
Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial 
yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung 
menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. 
Sedangkan penyelesaian melalui litigasi, penyelesaian perkara dimulai 
dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. 
Penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan ini dilakukan dengan 
3 (tiga) tahap. Tahap permulaan dengan mengajukan gugatan sampai 
127Nuhung Daeng Labbang, Wawancara, Makassar, 1 Mei 2016. 
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dengan jawab-menjawab. Tahap penentuan dimulai dari pembuktian 
sampai dengan putusan, dan tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan 
putusan. Perlu diingat, suatu putusan dapat dilaksanakan jika telah 
berkekuatan hukum yang pasti atau tetap (krach van gewijsde) yang 
artinya tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia.128  
Hasil akhir dari penyelesaian melalui litigasi  akan melahirkan 
putusan yang memenangkan salah satu pihak yang bersengketa. Pihak 
yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan perkara ke 
pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. 
Pengajuan permohonan pemeriksaan ke pengadilan yang lebih tinggi 
mulai dari pengadilan tingkat banding hingga tingkat kasasi dikenal 
dengan istilah upaya hukum biasa.129 Selain upaya hukum biasa, 
dikenal pula upaya hukum luar biasa dalam penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan (litigasi).  
Upaya hukum luar biasa ada dua, yaitu derden verzet/ 
perlawanan pihak ketiga seperti yang dilakukan oleh ahli waris Batjo 
Jumaleng atas tanah Kantor Dinas Perhubungan sehingga 
memposisikan mereka sebagai penggugat intervensi, dan upaya hukum 
Peninjauan Kembali seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar 
128Sarah D.L. Roeroe, Penegakkan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa 
Pertanahan dalam Proses Peradilan, Lex Privatum, Fakultas Hukum Universitas Sam 
Ratulangi, Vol.1, Nomor 6 Oktober-Desember 2013, hlm. 108. 
129Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2012, hlm. 182. 
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atas tanah Kantor Lurah Kunjungmae.130 Setiap tahap tersebut 
memerlukan waktu relatif lama, mahal dan prosedur yang cukup rumit.      
Jika lebih memilih melalui jalur litigasi, maka yang perlu diingat 
dalam hal gugatan adalah harus melibatkan seluruh pihak yang terkait. 
Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan objek sengketa baik secara 
langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. 
Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak 
dapat diterimah (plurium litis consurtium). Walaupun bukan pihak yang 
bersengketa, orang-orang yang terkait tersebut harus diikutsertakan 
dalam gugatan penggugat sebagai turut tergugat sekedar untuk tunduk 
dan taat terhadap putusan hakim.131  
a. Kantor Lurah Tello 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azis Adam Musa 
selaku Lurah Tello Baru, kepemilikan tanah Kantor Lurah Tello Baru 
hanya dibuktikan dengan penguasaan fisik dan dimasukkan dalam 
daftar inventaris barang. Namun, dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan bahwa: 
Dalam hal pemohon Instansi Pemerintah namun bukti perolehan 
tanahnya tidak dapat diketemukan, dilengkapi dengan surat 
130Ibid, hlm. 219. 
131Siti Muflicha, Trusto Subekti dan Haedah Faradz, Eksepsi Plurium Litis 
Consortium, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman 
Purwokerto, Vol. 8, Nomor 2 Mei 2008, hlm. 122. 
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pernyataan yang menyebutkan bahwa secara fisik tanahnya 
dikuasai, tanah tersebut sudah tercatat dalam daftar inventaris 
dan tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alas hak yang 
dimiliki oleh Kantor Lurah Tello Baru tidak memiliki kekuatan hukum 
yang kuat. Hal ini dapat dilihat pada frasa “dan tidak ada permasalahan 
atau sengketa dengan pihak lain” pada ayat di atas. Kenyataannya, 
kepemilikan Kantor Lurah Tello Baru tersebut saat ini digugat oleh ahli 
waris Djumara bin Radjab yang memiliki rincik sebagai alas hak. Rincik 
adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang di dalam Pasal 24 
PP No. 24 Tahun 1997 disebut sebagai Petuk Pajak Bumi/landrente, 
girik, pipil, ketitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP 
No. 10 Tahun 1961, setelah UUPA atau sekarang lebih dikenal dengan 
istilah Pajak Bumi dan Bangunan.132 
b. Dinas Perhubungan Kota Makassar 
Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No.298/ Pdt.G/ 
2011/ PN.Mks. – No.298/ Pdt.G-Intv/ 2011/ PN.Mks., terdapat tiga pihak 
yang bersengketa yaitu para ahli waris Maliang selaku Penggugat, 
Pemerintah Sulawesi Selatan dan Instansi Dinas Perhubungan Kota 
Makassar selaku Tergugat, dan Para ahli waris Batjo Jumaleng selaku 
Penggugat Intervensi. Dalam putusan tersebut, pihak penggugat 
intervensi memenangkan perkara dengan pertimbangan hakim bahwa 
132Fitriana Rakhma Rasyid, 2014, Kekuatan Pembuktian Rincik Sebagai Alat Bukti 
Surat dalam Perkara Perdata (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 
392/K/Pdt/2005), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, hlm. 48. 
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pihak penggugat intervensi memiliki alat bukti yang kuat, yaitu Tanda 
Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang merujuk pada 
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana 
telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. 
Sementara itu, pihak tergugat dalam hal ini Dinas Perhubungan 
Kota Makassar mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat, akan tetapi 
hanya empat yang dapat diterima secara formil. Pertimbangan hakim 
hanya menerima empat alat bukti surat tersebut karena kelima alat 
bukti lainnya tidak disertai dengan bukti asli. Sementara itu, keempat 
alat bukti yang diterima dianggap tidak memiliki kekuatan hukum oleh 
majelis hakim sehingga tidak dapat membuktikan hak kepemilikan yang 
sah atas tanah objek sengketa tersebut. 
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa untuk keperluan 
pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, 
dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa 
bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang 
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor 
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup 
untuk memenuhi syarat mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak 
pihak lain yang membebaninya. Permohonan tersebut harus disertai 
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bukti kepemilikan/dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang 
bersangkutan. 
Dalam hal tidak tersedianya secara lengkap alat-alat pembuktian 
sebagaimana Pasal 24 ayat (1), maka Pasal 24 ayat (2) memberi jalan 
keluar dengan mengganti ketidaksediaan bukti kepemilikan sebidang 
tanah tersebut dengan bukti penguasaan fisik atas tanah yang 
bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-
turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan 
syarat: 
a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang 
bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik 
selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut; 
b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah 
tersebut selama itu tidak digangu gugat dan karena itu 
dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum 
adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; 
c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang 
yang dapat dipercaya; 
d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk 
mengajukan keberatan melalui pengumuman; 
e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran 
hal-hal yang disebutkan di atas; 
f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan 
pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa 
pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi 
dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik; 
Sementara itu, ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur lebih lanjut 
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mengenai bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah yang tidak tersedia 
tersebut, sesuai yang tercantum pada Pasal 24 ayat (2) PP No. 
24/1997. Permohonan yang diajukan tersebut harus disertai: 
1) surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang 
bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-
turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau 
pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu 
penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 
20 tahun atau lebih. 
b. bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad 
baik; 
c. bahwa penguasaan itu tidak pernah digangu gugat dan 
karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat 
hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; 
d. bahwa tanah tersebut sekarang tidak memuat hal-hal yang 
tidak sesuai dengan kenyataan, penandatangan bersedia 
dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata jika 
memberikan keterangan palsu; 
2) Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang biasanya disebut Surat 
Keterangan Tanah (SKT) dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 
saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya 
sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah 
lama bertinggal di desa/kelurahan letak tanah yang 
bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga 
pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal 
maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan 
oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas. 
Berdasarkan hal tersebut, Surat Ketetapan Gubernur Sulawesi 
Selatan, No.476/ VI/ Tahun 2004 tertanggal 16 Juni 2004, Surat dari 
Walikota Makassar, No. 551/ 284/ DISHUB/ VI/ 2004 Tanggal 29 Juni 
2004, dan Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan, No. 551.23/ 2868/ 
SET Tanggal 12 Juni 2004 tidak dapat dikategorikan dalam bukti-bukti 
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tertulis. Sementara, untuk Buku Inventaris Barang Pemerintah Provinsi 
Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diatur 
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan khususnya 
Pasal 51 Ayat (3). Meskipun demikian, terdapat pembatasan pada ayat 
tersebut, yaitu sepanjang tidak ada permasalahan atau sengketa 
dengan pihak lain. Oleh sebab itu, bukti ini pun dianggap tidak memiliki 
kekuatan hukum. 
2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi 
Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan atau 
non litigasi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat win-
win solution dan proses penyelesaian yang tidak memakan waktu lama 
diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.133 Penyelesaian 
sengketa secara non litigasi sangatlah relevan pasca terbitnya Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian 
Sengketa Alternatif. Hal itu disebabkan karena dua hal. Pertama, pada 
saat kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan sedemikian 
merosot, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara-
cara perundingan, mediasi, arbitrase, dan sebagainya, merupakan jalan 
keluar yang sangat bermanfaat. Kedua, sengketa di bidang pertanahan 
merupakan jenis sengketa yang menempati urutan paling atas dari 
133Sarah D.L. Roeroe, Op.cit., hlm. 100.  
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volume pengaduan yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM).134 
Dalam Undang–undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Penyelesaian Sengketa Alternatif terdapat enam macam tata cara 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pertama, konsultasi 
merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak 
tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan 
pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut 
untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.135 
Kedua, negosiasi yang pada umumnya merupakan suatu proses 
alternatif penyelesaian sengketa dimana tidak ada suatu kewajiban bagi 
para pihak untuk melakukan pertemuan secara langsung pada saat 
negosiasi dilakukan, negosiasi itu pun tidak harus dilakukan oleh para 
pihak sendiri.136 Ketiga, mediasi yang dalam prosesnya melibatkan 
keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu 
lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang 
akan berfungsi sebagai mediator.137 
Keempat, konsiliasi merupakan langkah awal perdamaian 
sebelum sidang peradilan (litigasi) dilaksanakan yang dapat 
diasumsikan bahwa konsiliasi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 
134Maria S.W. Sumardjono, 2008, Mediasi Sengketah Tanah : Potensi Penerapan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, Kompas: Jakarta, hlm. 
xiv.  
135Gunawan Widjaja, 2005, Alternatif Penyelesaian Sengketa, RajaGrafindo; Jakarta, 
hlm. 86. 
136Ibid, hlm. 89. 
137Ibid, hlm. 91-93. 
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1999 identik dengan perdamaian yang diatur dalam KUH Perdata.138 
Kelima, penilaian ahli  merupakan alternatif penyelesaian sengketa 
yang tugasnya untuk menyelesaiakan perbedaan atau perselisihan 
pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam 
suatu perjanjian pokok dan juga dapat memberi konsultasi dalam 
bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak.139 
Keenam, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di 
luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.140  
Walaupun dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
disebutkan enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan, namun pola penyelesaian sengketa pertanahan di luar 
pengadilan pada praktiknya yang dilakukan adalah negosiasi, 
musyawarah mufakat, dan mediasi. Melalui negosiasi para pihak yang 
bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu proses 
penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan melalui 
suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan 
atau memberikan kelonggaran (concession) atas hak-hak tertentu 
berdasarkan pada asas timbal balik dengan prinsip bahwa dalam 
penyelesaian itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan (win-win 
solution).141 
138Ibid, hlm. 93-94. 
139Ibid, hlm. 95-96. 
140Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.  
141Gunawan Widjaja, Op.cit., hlm. 89. 
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Musyawarah mufakat adalah langkah lebih lanjut dari negoisasi. 
Jika dalam negoisasai tidak terdapat kesepakatan yang saling 
menguntungkan, maka langkah lebih lanjut adalah melakukan 
musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain selaku penengah. 
Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dibuatkan surat kesepakatan 
bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan para saksi.142 
Mediasi merupakan pengendalian sengketa pertanahan yang 
dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara dua pihak yang 
berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral 
sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian secara 
mediasi baik yang bersifat tradisional ataupun melalui berbagai 
Lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR) mempunyai kelebihan 
bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak 
menarik dilihat dari segi waktu, biaya dan pikiran/tenaga.143 Disamping 
itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan 
kendala administrasi yang meliputinya membuat pengadilan merupakan 
pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa. 
Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan 
kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai 
142Sumarto, Diklat: Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan 
Prinsip Win-win Solution,  Direktorat Konflik Pertanahan BPN RI, Jakarta,  19 September 
2012, hlm. 8. 
143Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahandi Indonesia Melalui 
Revitalisasi Fungsi badan Peradilan, Jurnal Hukum, STPMD APMD, Vol. 14, Nomor 3 Juli 
2007, hlm. 465. 
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menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan. Dengan 
demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution.144  
Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai 
kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan 
berperkara di muka pengadilan. Selain itu, kurangnya kepercayaan atas 
kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang 
melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan pilihan 
terakhir untuk penyelesaian sengketa.145  
Keseriusan BPN RI menjadikan mediasi sebagai pilihan utama 
penyelesaian sengketa pertanahan ditandai dengan diterbitkannya 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 
Peraturan tersebut memposisikan BPN sebagai lembaga ADR 
penyelesaian konflik pertanahan yang dipandang mampu menghasilkan 
solusi yang mengarah pada win-win solution.146 
Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, 
BPN berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa dan konflik 
pertanahan di Indonesia dengan mengedepankan prinsip win-win 
solution. Win-win Solution adalah situasi di mana kedua belah pihak 
yang berselisih (berkonflik) sama-sama merasa diuntungkan dalam 
suatu transaksi atau kesepakatan dan tidak ada pihak yang merasa 
144Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm.100. 
145 Ibid, hlm.101. 
146 Sumarto, Op.cit., hlm. 18. 
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dikalahkan. Dalam semangat win-win solution, penyelesaian sengketa 
tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang memiliki sertifikat. 
Seandainya Pemerintah/ Pemerintah Daerah memiliki sertifikat, mereka 
tidak bisa langsung menang atas rakyat, meskipun rakyat tersebut tidak 
memiliki sertifikat. Konsep win-win solution adalah cara yang membuat 
derajat rakyat semakin tinggi karena rakyat dalam cara itu tidak serta 
merta dikalahkan.147  
BPN dalam hal ini hanya sebagai mediator yang dituntut untuk 
independen, dan tidak berpihak pada kedua belah pihak. Sebagai 
mediator, BPN bertugas untuk mencari jalan tengah yang 
mengakomodasi keadilan para pihak yang bersengketa. Namun 
penyelesaian sengketa pertanahan dalam konsep win-win solution 
tergantung pada para pihak yang berkonflik. Win-win solution adalah 
upaya untuk mempermudah akomodasi dari beragam kepentingan 
yang bersengketa agar tidak jatuh sengketa yang memakan korban dan 
merugikan salah satu pihak bahkan merugikan kedua belah pihak.148   
Jika dikaitkan sengketa atas tanah Kantor KPUD Makassar, 
selain pihak KPUD Makassar, dalam gugatannya penggugat juga harus 
mengikutsertakan pihak Perum Perumnas Cabang VII Makassar. Kasus 
ini serupa dengan tanah Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota 
Makassar. Walaupun penguasaan secara nyata oleh Dinas 
147 Ibid, hlm. 16. 
148 Ibid, hlm. 17.  
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Perhubungan, tetapi tanah tersebut diperoleh dari Pemerintah Sulawesi 
Selatan dengan cara pinjam pakai.   
 Apabila dalam pembuktian Nuhung Daeng Labbang dapat 
meyakinkan Majelis Hakim maka Penyerahan tanah oleh Perum 
Perumnas kepada KPUD Kota Makassar dapat dikategorikan 
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Jika itu terjadi, maka 
kasus pembongkaran kantor pemerintahan bisa saja akan terulang lagi. 
Sebelumnya, Kantor Lurah Kunjungmae dan Kantor Dinas 
Perhubungan Pemerintah Kota Makassar telah dibongkar setelah 
Pemerintah Kota Makassar kalah di pengadilan.  
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 
saat itu (Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006) memang 
tidak memasukkan kantor pemerintah dalam kepentingan umum. 
Tetapi, mengingat manfaatnya bagi pelayanan masyarakat, maka 
sangat disayangkan jika peristiwa pembongkaran kantor pemerintahan 
harus terulang kembali.  
Berdasarkan kajian di atas, penulis beranggapan jika kasus 
tanah Kantor KPUD Kota Makassar akan lebih baiknya mengutamakan 
upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi), baik itu secara 
negosiasi, musyawarah mufakat, ataupun mediasi. Adapun 
pertimbangan penulis : 
1. Penyelesaian melalui Pengadilan terkadang dirasakan oleh 
masyarakat tidak memuaskan. Tidak sedikit mereka yang 
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telah menduduki tanah selama bertahun-tahun ditolak 
gugatannya untuk mempertahan hak atau mendapatkan hak 
karena adanya pihak lain yang menguasai tanah yang 
bersangkutan. Sebaliknya, gugatan seseorang terhadap 
penguasaan tanah tertentu dikabulkan pengadilan walaupun 
bagi pihak yang menguasai tanah tidak cukup kuat atau 
gugatan kurang beralasan. 
2.  Melihat kondisi tanah yang dimaksud hanya sebagian yang 
digunakan untuk keperluan gedung kantor dan sebagiannya 
lagi masih berupa tanah kosong, maka diharapkan 
penyelesaian sengketa melalui non litigasi dengan semangat 
win-win solution tidak berakhir dengan dirobohkannya kantor 
pemerintah ataupun diabaikannya hak-hak warga jika 
memang dapat dibuktikan sebagai pemilik tanah. 
3. Pencegahan kemungkinan timbulnya suasana permusuhan 
kemudian hari antara para pihak yang berperkara karena 
putusan pengadilan ada yang kalah dan ada yang menang. 
Apalagi yang berperkara adalah Pemerintah melawan 
warganya, dikhawatirkan jika warga yang kalah di pengadilan 









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal dintaranya adalah sebagai berikut : 
1. Alas hak yang dimiliki oleh Kantor Lurah Tello Baru hanya berupa 
daftar inventaris barang, sedangkan Kantor Dinas Perhubungan 
selain daftar inventaris barang juga memiliki Surat Ketetapan 
Gubernur Sulawesi Selatan, No.476/ VI/ Tahun 2004 tertanggal 16 
Juni 2004, Surat dari Walikota Makassar, No. 551/ 284/ DISHUB/ VI/ 
2004 Tanggal 29 Juni 2004, dan Surat dari Gubernur Sulawesi 
Selatan, No. 551.23/ 2868/ SET Tanggal 12 Juni 2004. Namun 
berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan 
Hak Pengelolaan hanya daftar inventaris barang yang dapat 
dijadikan alat bukti surat (alas hak). Untuk Kantor KPUD Kota 
Makassar yang dibangun pada tahun 2008 memiliki alas hak berupa 
akta penyerahan yang dibuat pada tahun 2014. Alas hak tersebut 
diatur dalam Pasal 23 huruf a angka 2 bahwa “asli akta PPAT yang 
memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada 
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penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna 
bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik”. 
2. Upaya hukum yang ditempuh dalam perkara yang melibatkan pihak 
ahli waris Djumara bin Rajab dengan Kantor Lurah Tello Baru, dan 
antara pihak ahli waris Batjo Jumaleng dengan Kantor Dinas 
Perhubungan Kota Makassar melalui jalur litigasi. Untuk perkara 
antara pihak ahli waris Batjo Jumaleng dengan Kantor Dinas 
Perhubungan Kota Makassar dimenangkan oleh ahli waris Batjo 
Jumaleng selaku penggugat intervensi karena memiliki Tanda 
Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia sebagaimana 
pertimbangan hakim yang berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No.298/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mks. – 
No.298/ Pdt.G-Intv/ 2011/ PN.Mks. Selanjutnya, mengenai 
permasalahan Kantor KPUD Kota Makassar yang kepemilikannya 
dipermasalahkan oleh Nuhung Daeng Labbang, dapat ditempuh baik 
melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Namun penyelesaian melalui 
jalur non litigasi lebih menguntungkan kedua belah pihak karena 
dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para 
pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang 






Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis 
menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah Daerah Kota Makassar 
memprioritaskan program penuntaskan permasalahan alas hak atas 
beberapa tanah dan kantor terutama yang sudah berada dalam 
penguasaan Pemerintah Daerah selama puluhan tahun. Selanjutnya, 
untuk tanah yang sudah memiliki dokumen kepemilikan (alas hak) 
lengkap agar segera didaftarkan. Penyertifikatan tanah termasuk 
bentuk pengamanan yuridis atas tanah aset daerah sehingga 
Pemerintah Daerah Kota Makassar seharusnya meningkatkan 
koordinasi dan menyamakan pemahaman dengan lembaga-lembaga 
terkait, utamanya Badan Pertanahan Nasional. Sehingga jika terjadi 
sengketa atas tanah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar 
memiliki bukti yang kuat untuk diajukan ke persidangan. 
2. Diharapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan agar 
mendahulukan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. Harus 
ada kemauan dan komitmen bersama untuk mencari solusi alternatif 
sengketa pertanahan di Indonesia apalagi jika melibatkan pihak 
Pemerintah dan warganya sendiri. Penyelesaian secara non litigasi 
seperti ini dimaksudkan agar dapat memberikan akses keadilan yang 
lebih besar kepada para pihak dalam menemukan jalan 
penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa 
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keadilan. Namun apabila masih belum tercapai, maka pengadilan 
merupakan jalan terakhir. Sehingga putusan hakim sebagai jalan 
terakhir dalam sengketa pertanahan, dan siapapun wajib 
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